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BAB I
PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah
Hukuman muncul salah satunya untuk mengantisipasi dan menangani kejahatan, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perilaku yang bertentangan dengan norma atau nilai tertulis yang berlaku dan telah disahkan hukum tertulis. Hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat tidak terlepas dari perenungan dan perumusan nilai-nilai yang bersifat esensial dari hukum itu sendiri. Upaya ini dilakukan agar dapat memberikan solusi dari masalah-masalah hukum yang muncul nantinya baik itu persoalan penerapan maupun penafsiran bahasa hukum dalam penerapan nantinya. Hukum pada intinya adalah cara orang menangani berbagai urusan dalam masyarakat, cara mengatasi perselisihan, hal apa saja yang dapat membantu bagaimana hubungan fungsi-fungsi tersebut secara sistemik, dan sumber kekuasaan apa yang dimiliki. Dalam persoalan itulah berbagai sistem hukum, di mana pun dan kapan pun, selalu memiliki berbagai fungsi dengan bermacam lembaga lain yang harus diteliti. 
Pidana mati sudah dikenal sejak zaman dahulu kala, dan bisa dikatakan sebagai pidana yang sudah lama digunakan selain pidana penjara. Pada zaman perundang-undangan atau hukum Nabi Musa (Mozaische wetgecing), demikian juga pada zaman hukum Yunani, Romawi dan Jerman, pidana mati telah di kenal.[footnoteRef:2] Di Indonesia, hukaman mati sudah dikenal sebelum Indonesia menjadi daerah koloni Belanda, walaupun kemudian oleh Daendels (seorang pejabat perwakilan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia), hukuman mati yang sudah ada dalam hukum adat kemudian dijadikan sebagai hukuman tertulis yang tercantum dalam Plakat tertanggal 22 April 1808, di mana pengadilan di perkenankan menjatuhkan pidana berupa: dibakar hidup-hidup pada suatu tiang (paal), di matikan dengan menggunakan keris (kerissen), dicap bakar (brandmerken), dipukul (geeselen), dipukul dengan rantai, ditahan (dimasukkan) ke dalam penjara (confinement) dan kerja paksa pada pekerjaan umum.[footnoteRef:3] [2:  S. R. Sianturi dan Mompang L. Panggabean, Hukum Penintensia di Indonesia, Alumni
Ahaem-Petehaem, (Jakarta, 1996), 51.]  [3:  E. Utrecht, Rangkuman Sari Kuliah : Hukum Pidana I, Pustaka Tinta Mas, (Surabaya,
1986, 19.] 

Dalam pandangan Islam, pidana mati ditetapkan oleh syari’at Islam dengan dekret Allah SWT. yang sama sekali tidak dapat diganggugugat oleh siapa pun. Meskipun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu dipelajari secara seksama, terutama menyangkut syarat- syarat pelaksanaannya, agar orang tidak dengan mudah menjatuhkan putusan hukuman mati. Pidana mati yang dilakukan menurut ketentuan- ketentuan Islam adalah tidak bertentangan dengan falsafah negara, jiwa dasar negara, dan dengan unsur- unsur Ketuhanan yang Maha Esa, karena syari’at Islam merupakan syari’at yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, pidana mati adalah pidana yang secara resmi perlu diadakan. Dasar eksistensi hukuman mati dalam Islam terdapat dalam Al-Qur’an, yaitu adanya hukuman qisas berkenaan dengan orang-orang yang di bunuh (Q. S Al-Baqarah 2: 178) dan dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagi manusia (Q. S AlBaqarah 2: 179)
Negara melindungi agama dan penganut agama, bahkan berusaha memasukkan ajaran agama dan hukum agama Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana pernyataan Bapak Pendiri Bangsa Republik Indonesia, Mohammad Hatta, aturan dalam Al-Qur’an dan hadist dapat dijadikan peraturan perundang- undangan Indonesia, sehingga umat Islam mempunyai sistem syari’at yang sesuai dengan kondisi Indonesia.[footnoteRef:4] [4:  Ichtijanto, “Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia” dalam
Rachmat Djatniko et. al. Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukkan, cetakan
ke- 2 (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1991), 16-17.] 

Perkembangan pemidanaan hukuman mati di Indonesia sepatutnya tidak terlepas dari sturktur sosial-budaya masyarakat, yang menyangkut perasaan keadilan. Perasaan keadilan masyarakat hidup dan berkembang mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, di selaraskan dengan pola pandangan kebijakan hukum yang terumus dalam peraturan perundangan. Mereka yang tidak menyetujui hukuman mati harus memiliki argumentasi yang komprehensif, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin tidak jadi soal mengganti hukuman mati dengan hukuman lain yang sama beratnya. Namun, pertanyaan kemudian yang harus dijawab adalah apakah hukuman mati harus dihapuskan, atau masih akan tetap dipertahankan dari susunan sanksi pidana, di sesuaikan menjadi sanksi hukum yang bersifat eksepsional dan selektif di Indonesia?[footnoteRef:5] [5:  Bambang Poernomo, Hukum Pidana Karangan Ilmiah (Jakarta: Bina Aksara, 1982), 7.] 

Di Indonesia terdapat dua jenis aturan hukum yang mengatur tentang pidana mati yakni hukum Islam dan hukum nasional. Di antaranya dalam hokum nasional adalah KUHP yang mengandung aturan pokok diantaranya adalah hukuman mati. Hal ini di perjelas dalam BAB II KUHP pada pasal 10 poin a mengenai pidana pokok yakni pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan denda.[footnoteRef:6] Keberadaan pidana mati ini sebagai salah satu instrumen untuk menimbulkan efek jera dan pembalasan di satu sisi, sementara di sisi lain dianggap sebagai pidana yang paling kejam dan tidak manusiawi bahkan secara ekstrim dianggap sebagai pidana yang menyebabkan hilangnya hak asasi yang paling pokok bagi manusia yakni hak hidup yang merupakan pertentangan yang menarik untuk di kaji lebih jauh. [6:  Prof. Moeljatno, SH, Kitab undang-undang hukum pidana, (Jakarta: PT. Bumi Aksara,
2003)] 

Sebagai negara hukum, Indonesia tentu mendasarkan norma ancaman, penerapan, dan pelaksanaan hukuman mati pada peraturan perundang-undangan.[footnoteRef:7] Bahkan, eksistensi dan ruang lingkup hukuman mati yang kian luas masih dipertahankan di Indonesia. Hal ini bertentangan dengan fenomena penghapusan hukuman mati dibeberapa negara. Delik yang di ancam hukuman mati di Indonesia justru semakin banyak.[footnoteRef:8] Dalam praktik peradilan, pengadilan sudah berulang kali menjatuhkan putusan pidana mati, seperti pada para penyelundup narkotik dan obat-obat terlarang serta pelaku tindak pidana terorisme. Tahun 2003 pun permohonan grasi terhadap para terpidana mati pengedar dan penyelundup narkoba di Medan dan Tanggerang ditolak presiden.[footnoteRef:9] [7:  UU No. 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1
Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memperkuat keberadaan hukuman
mati di Indonesia]  [8:  A. Z. Abidin dan A. Hamzah, Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan,
Penyertaan, dan Gabungan Delik)dan Hukum Panitensier (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2002), 326.]  [9:  Melalui Keppres No. 20/G. 21/ G.22/ G. 23/ G dan No. 24/ G Tahun 2003] 

Beberapa kalangan menilai pidana mati masih perlu diterapkan di Indonesia sebagai salah satu upaya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Menurut Kapupespenkum Kejagung, Kemas Yahya Rahman, 28 pelaksanaan eksekusi mati sudah melalui prosedur resmi. Mekanisme eksekusi terhadap Ayodha- terpidana mati kasus narkoba dari India sudah benar. Cara pelaksanaannya adalah dengan mengikat Ayodha di pohon, menutup matanya dengan kain hitam, kemudian menembaknya. Sementara, menurut Koesparmono Irsan (GRANAT),[footnoteRef:10] hukuman mati merupakan pilihan orang yang bersangkutan. Sebab peraturan perundang-undangan telah mengatur hukuman sesuai dengan perbuatannya. [10:  Wawancara Televisi, Tv One, 20 Agustus 2004] 

Sebagian orang mengatakan bahwa pidana mati sudah tidak relevan karena dari studi ilmiah beberapa lembaga dunia menunjukkan bahwa pidana mati gagal membuat jera dan tidak efektif jika dibandingkan dengan hukuman yang lainnya. Hasil survei Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) antara tahun 1998 sampai 2002 tentang korelasi antara pidana mati dan kejahatan menyebutkan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan dalam efek jera.[footnoteRef:11] Roeslan Saleh menyatakan bahwa dengan tindakan pidana mati, negara hanya memperlihatkan ketidakmampuannya, kelemahannya untuk memberantas kejahatan, jika negara masih dapat mencapai tujuannya dengan melaksanakan penerapan pidana lain, maka Negara berkewajiban menghapuskan pidana mati. Alasan lain yang harus diperhatikan adalah jika terjadi kekeliruan atas vonis hakim dan pidana mati itu telah di laksanakan, maka kekeliruan itu tidak dapat diperbaiki lagi.[footnoteRef:12] Bambang Poernomo menyatakan, hukuman mati merupakan salah satu hukuman yang tertua sehingga sudah tidak sesuai dengan kehndak zaman. Meski demikian saat ini belum ditemukan alternatif lain sebagai penggantinya.[footnoteRef:13] Hukuman mati yang dikembangkan dari asas humanisme dalam lingkup penologi diperlukan sebagai hukuman mati. Kalau sanksi alternatif belum ada, menurut Bambang maka jelas bertentangan dengan HAM. [11:  Anung Razaini, Problematika Pidana Mati di Indonesia, www. HMIbecak. Word.
Press. Com]  [12:  Roeslan Saleh, Masalah Pidana Mati, Aksara Baru (Jakarta, 1978), 14-15.]  [13:  Bambang Poernomo, Op. Cit, 9.] 

Dari pendekatan secara historis dan teoritik tersebut maka hukuman mati menjadi wacana pro dan kontra di Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Bagi yang kontra didasarkan pada alasan atau menyangkut HAM (Hak Asasi Manusia), salah satunya ialah hak manusia untuk hidup hal ini didasarkan pada Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya".[footnoteRef:14] Keabsahan hukuman mati terus dipertanyakan. Ini terkait dengan pandangan “Hukum Kodrat” yang menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang melekat pada setiap individu yang tidak dapat dirampas dan dikurang-kurang (non derogable rights)oleh siapapun, atas nama apapun dan dalam situasi apapun termasuk oleh negara, atas nama hukum atau dalam situasi darurat. Sebagai hak yang dianugerahkan Tuhan, hak hidup tidak bisa diambil oleh manusia manapun meski atasnama Tuhan sekalipun. berangkat dari alasan inilah maka hukuman mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. [14:  Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945] 

Pada dasarnya isu sentral dari hukuman mati tidak terlepas dari pernyataan Beccaria[footnoteRef:15] yang mempertanyakan hak negara untuk mencabut nyawa seorang dan sangat terkait dengan gagasan HAM. Negara dalam perspektif HAM diposisikan untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan bukan sebaliknya, justru Negara yang melakukan pelanggaran HAM. Gagasan perlindungan HAM dari Negara terhadap warga negaranya, dikonstruksikan berdasarkan konsep hubungan kontraktual antara negara dengan masyarakatnya dimana penguasa (negara) diberikan kewenangan untuk mengatur serta membatasi hak relatif dari individu anggota masyarakat, namun negara tidak memiliki kewenangan atas hak asasi dari individu masyarakat (HAM) karena tidak pernah diserahkan oleh masyarakat kepada negara. Oleh karenanya, terdapat hak-hak yang tetap melekat pada individu anggota masyarakat yang berlaku universal dan tidak dapat dikesampingkan dalam keadaan apapun (non derogable) dan negara harus menghormati serta melindunginya. Hak hidup dalam perspektif ini merupakan bagian hak-hak asasi yang tidak diserahkan kepada negara, oleh karenanya Negara tidak memiliki kewenangan untuk menghilangkan hak tersebut.15Namun demikian, dibeberapa negara hak hidup ini menjadi relatif dikarenakan pandangan bahwa Negara mencabut hak hidup justru untuk mempertahankan hak-hak asasi anggota masyarakat lainnya. Hal ini tidak terlepas dari fungsi perlindungan Negara terhadap hak warga negara baik yang bersifat relatif maupun asasi, fungsi perlindungan negara secara operasional berlaku ketika ada anggota masyarakat yang melanggar hak anggota masyarakat lainnya. Setiap tindakan yang melanggar hak individu masyarakat akan mendapat pembalasan dari negara, termasuk di dalam pembalasan tersebut ialah hukuman mati. Hal ini merupakan dasar dari gagasan yang mendukung dipertahankannya hukuman mati. [15:  http://appehutauruk.blogspot.com/2013/04/cesare-beccaria.html] 

Oleh karena penerapan hukuman pidana mati ini masih menimbulkan perdebatan dalam wacana hukum nasional, terutama bertentangan nilai-nilai Hak Asasi Manusia, maka dari itu penulis mencoba mengkaji dengan mengangkat judul skripsi yaitu “Eksekusi Hukum Pidana Mati di Indonesia Menurut Hukum Islam dan HAM”



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana penerapan eksekusi hukum pidana mati di Indonesia?
2. Bagaimana eksekusi hukum pidana mati menurut hukum Islam dan HAM?

C. Tujuan Kajian
Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka  tujuan penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan eksekusi hukum pidana mati di Indonesia.
2. Untuk mengetahui eksekusi  hukum pidana mati di Indonesia menurut hukum Islam dan HAM

D. Manfaat Kajian 
1. Secara teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang dapat dipergunakan dan dimanfaatkan di dalam penulisan bidang ilmu hukum terkait konsep penerapan Hukuman Pidana Mati dan juga diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan tentang Hukum Pidana Mati di Indonesia Menurut Hukum Islam dan HAM.
2. Secara Praktis
a. Dapat memberikan informasi tentang hukum pidana mati di Indonesia menurut hukum Islam dan HAM, baik kepada Mahasiswa, praktisi hukum, dan masyarakat luas.
b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi para mahasiswa dan para dosen pengajar utamanya dalam bidang ilmu pengetahuan hukum.
c. Diharapkan hasil penelitian ini juga dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, setelah adanya regulasi, bukan hanya sekedar wacana saja.

E. Telaah Pustaka
Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud di antaranya adalah sebagai berikut:
Prof. Dr. Marwan Effendy, S.H, dalam bukunya yang berjudul Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi dan Tax Amnesty Dalam Penegakkan Hukum. Dalam buku ini di jelaskan tentang wacana penghapusan hukuman mati dan eksistensi keberadaan hukuman mati dalam penegakkan hukum di Indonesia.
Dalam sebuah buku yang di tulis oleh Yon Artiono Arba’i dengan judul buku Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah Atas Penerapan Pidana Mati. Penjelasan dalam buku ini adalah tentang sejarah munculnya hukuman mati di tinjau dari sejarah pemidanann, mulai dari sejarah hukuman mati di Mancanegara sampai di Indonesia, beberapa metode eksekusi mati dan pandangan agama tentang adanya hukuman mati itu sendiri.
Sumber referensi berikut yang menjadi tambahan pembahasan penulis adalah buku yang di tulis oleh Yahya Ahmad Zein, S.H, M.H, dengan judul buku Problematika Hak Asasi Manusia. Dalam buku di jelaskan problematika penerapan pidana mati dalam prespektif Hak Asasi Manusia (HAM), yang di mana pidana mati di anggap suatu hukuman yang sangat ekstrim yang menyebabkan hilangnya hak asasi yang paling pokok yaitu hak hidup. Maka dari itu ini merupakan pertentangan yang menarik di kaji lebih jauh dalam buku ini.
Yang berikut yaitu Menguak Realitas Hukum, buku yang di tulis oleh Prof. Dr. Achmad Ali, S.H, M.H, mencoba menjelaskan masih perlunya pidana mati diterapkan sebagai hukum nasional. Hal ini di lihat dari beberapa faktor kejahatan yang kemudian penulis mengemukakan pendapat singkat bahwasannya pidana mati masih menjadi hukuman yang patut di pertahankan.
Sumber yang berikut adalah buku tentang Hukum Pidana Indonesia, membahasa tentang teori pemidanaan dan juga membahas tentang ketentuan undang-undang yang mengatur tata cara pelaksanaan pidana mati. Buku ini ditulis oleh Erdianto Effendi, S.H., M. Hum.
Nanang M. Hidayatullah, dalam bukunya yang berjudul Kedudukan Hukum Islam Dalam Tata Hukum Nasional Indonesia, disini penulis mengkaji tinjauan historis kedudukan hukum islam di Indonesia dan juga membahas tentang sistem hukum di Indonesia.
Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia Di Indonesia, buku ini ditulis oleh Ramdlon Naning, S. H. Buku ini membahas tentang hakekat, sejarah, perkembangan, dan macam-macam hak asasi manusia.
Dari beberapa literatur diatas baik secara perorangan maupun secara keseluruhan belum ada yang membahas mengenai Hukum Pidana Mati di tinjau dari aspek Hak Asasi Manusia (HAM). Meskipun ada, tetapi kebanyakan membahas secara umum bukansecara khusus atau mendalam. Keterbatasan literatur tersebut yang menjadi landasan bagi penulis untuk membahas perpektif HAM terhadap Hukum Pidana Mati itu sendiri.

F. Metode Penelitian
1.  Pendekatan dan Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian jenis ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik, atau faktor-faktor tertentu.[footnoteRef:16] [16:  Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M. A., Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika,
2009), 10.] 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan normatif dan yuridis. Penelitian dengan jenis pendekatan normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Sedangkan yuridis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


2.  Sumber Data
a. Sumber Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari obyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran, atau alat pengambilan langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.[footnoteRef:17] Sumber hukum yang penulis gunakan antara lain : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 26 Tahun Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, UndangUndang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. [17:  Saifudin Azwar, Metode Penelitian Hukum, Yogyakarta : PustakaPelajar, 1998, 26.] 


b. Sumber Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak secara langsung diperoleh oleh peneliti dari objek penelitiannya dan liberatur yang digunakan dalam menjelaskan tentang pokok permasalahan yaitu buku-buku yang ada relevansinya dengan penelitian.



3.  Tehnik Pengumpulan Data
Sebagaimana ciri dari penelitian hukum normatif, maka metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan studi kepustakaan (library research), maksudnya adalah jika data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian terdapat dalam bahan pustaka, maka kegiatan pengumpulan data itu disebut  dengan literatur study.[footnoteRef:18] Selanjutnya dapat dilakukan dengan studi dokumen terhadap literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan pidana mati dalam perundang-undangan di Indonesia. [18:  Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum, Jakarta : Granit, 2004, 15.] 


4.  Analisis Data
Berdasarkan pada buku Metodologi Penelitian Filsafat dari Anton Bakker dan Ahmad Charis Zubair (1990:108), maka dalam melakukan analisa terhadap data-data, dipergunakan unsur-unsur metodis sebagai berikut:
a. Interpretasi yaitu, penulis mencoba membangun pemahaman yang mendalam, mengenai data-data peristiwa atau situasi problematik, menangkap aspek filsafati yang tersembunyi dalam hukuman mati, sehingga memperoleh pemahaman yang komperensif.
b. Komparasi, dimaksudkan untuk membandingkan antara pandangan yang satu dengan pandangan yang lainnya dalam etika utilitarianisme terkait dalam persoalan hukuman mati. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan filsuf yang diteliti. Hasilnya akan tercermin dalam evaluasi kritis.
c. Holistika yaitu, melihat masalah hukuman mati dalam rangka keseluruhan hakikat manusia, kaitannya hubungan manusia dengan sesama dan Tuhan. Pandangan yang total tersebut menentukan secara definitive kedudukan masing-masing unsur dalam situasi atau masalah kongkrit.
d. Deskripsi yaitu, dimaksudkan untuk memaparkan konsep problematika etis dalam hukuman mati dengan berdasarkan data-data yang terkumpul.
e. Refleksi peneliti pribadi, sesuai dengan sasaran penelitian dapat diberikan evaluasi tentang filsafat tersembunyi yang kemudian disusun suatu konsepsi menyeluruh, seimbang dan lengkap. Langkah ini digunakan untuk membahas dan menyoroti relevansinya dengan pengembangan kesadaran moral bangsa Indonesia.

G. Sitematika Pembahasan 
                 Sistem pembahasan penelitian yang akan disajikan dalam penelitian ini terdiri atas 5 (Lima) bab, yang secara terinci sebagai berikut :

            Bab I (pendahuluan): latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan kajian manfaat kajian, Landasan teori dan atau Telaah Pustaka, Metodologi kajian, Pendekatan dan Jenis Penelitian, Sumber data, Sumber Data Primer, Sumber Data Sekunder, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, Sistematika Pembahasan. 
             Bab II, Pidana mati : dalam bab ini akan dikemukakan secara umum tinjauan mengenai tindak pidana mati yang meliputi pengertian Pidana Mati, kemudian mengenai dasar pidana mati, sejarah pidana mati, dan  tujuan pelaksanaan pidana mati.
             Bab III, pada bab ini akan dipaparkan penjelasan secara terperinci mengenai eksekusi pidana mati di indonesia menurut hukum islam dan HAM
            Bab IV, berupa Analisis, Bab ini berisi pembahasan dan  analisis  yang menjadi permasalahan yang tertera pada rumusan masalah atas penelitian. Pembahasan ini mencakup jawaban atas permasalahan yang ada.
             Bab V, yaitu penutup yang merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan ini yang meliputi kesimpulan dan saran bahwa penelitian ini masih memerlukan tindak lanjut dan akan terus berkembang sesuai kebutuhan zaman.










BAB II
EKSEKUSI  PIDANA MATI DI INDONESIA

A.  Pengertian Pidana Mati
Pidana   mati  dikenal  dengan  istilah  death penalty  atau  capital punishment, adalah  suatu hukuman  atau  vonis  yang  dijatuhkan  pengadilan, atau  tanpa dilaksanakannya  proses peradilan, sebagai bentuk hukuman terberat.[footnoteRef:19] [19:  http://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati/  Diakses  pada tanggal 15 Mei 2019.] 

Prof. Roeslan Saleh memaparkan pidana mati adalah suatu upaya yang radikal, untuk  meniadakan orang-orang  yang  tidak  bisa  diperbaiki  lagi,  dan dengan adanya pidana mati ini maka hilanglah pula kewajiban  untuk  memelihara  mereka  di  dalam penjara-penjara  yang  demikian  besar  biayanya. Begitu  pula  hilanglah  ketakutan-ketakutan  kita  jika orang-orang tersebut melarikan diri dari penjara dan membuat kejahatan kembali dalam masyarakat.[footnoteRef:20] [20:  Roeslan Saleh, Masalah Pidana Mati, Jakarta : Aksara Baru, 1978, 12.] 

Baik  berdasarkan  Pasal  69  KUHP  maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana terberat. Karena pelaksanaannya berupa  penyerangan  terhadap  hak  hidup  bagi manusia  yang  sesungguhnya  berada  di  tangan Tuhan.[footnoteRef:21] [21:  Adam  Chazawi,  Pelajaran  Hukum  Pidana  I,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2002, 29.] 

Hukuman  mati  dalam  istilah  hukum  dikenal dengan  uitvoering.  Hukuman  atau  pidana  mati adalah  penjatuhan  pidana  dengan  mencabut  hak hidup  seseorang  yang  telah  menghilangkan  nyawa seseorang.  Padahal  setiap  manusia  memiliki  hak untuk hidup.[footnoteRef:22] [22:  Fatahilla,  Pro  dan  Kontra  Pidana  Mati  di  Indonesia, http://www.fatahilla.blogspot.com. Diakses pada tanggal 15 Mei 2019.] 

Hukuman  mati  merupakan  kejahatan  negara pemikiran (premeditation) dan perencanaan terhadap suatu pembunuhan yang dilakukan dan dipersiapkan secara  sistematis  dan  matang  terlebih  dahulu  dan atau  pembunuhan  yang  dilegalisir  dan diadministrasikan oleh negara.[footnoteRef:23] [23:  Emilinianus  Afendi  Laggut,  Pergeseran  Paradigma  (Hukuman Mati dan Sistem Pembenarannya) http://www.pbhi.or.id  diakses  tanggal 15 Mei 2019.] 

Berbicara mengenai pidana mati, pastilah tidak jauh  dengan  makna  mati  dan  kematian.  Dan  dari situlah dapat membuka peluang perbedaan pendapat yang sangat kontras. Bagi kaum jahiliyah katakanlah kaum  sekuler,  mereka  menganggap  mati  itu  akhir dari  segalanya.  Bagi  mereka,  awal  itu  yakni kelahiran  dan  akhir  itu  kematian.  Filsafat  mereka mengutamakan tujuan menghalalkan segala cara.[footnoteRef:24] [24:  Bismar  Siregar,  Islam  dan  Hukum,  Jakarta  :  Grafikatama  Jaya, 1992, 26.] 

Pidana mati adalah pidana terberat dari semua jenis  pidana  pokok,  sehingga  hanya  diancamkan terhadap  pelaku  kejahatan  tertentu  saja.  Sejauh  ini perlu  tidaknya  pidana  mati  diancamkan  terhadap pelaku  kejahatan  menimbulkan  banyak  pendapat. Pidana mati sifatnya eksepsional artinya pidana mati itu  hanya  dijatuhkan  hakim  apabila  benar-benar diperlukan.
Pidana  mati  selalu  diancamkan  secara alternatif  dengan  pidana  pokok  lainnya,  ini merupakan  pilihan  kepada  hakim  agar  penjatuhan pidana  mati  tidak  dilakukan  secara  semena-mena. Apabila  seseorang  oleh  hakim  dinyatakan  terbukti bersalah  melakukan  kejahatan  yang  berat sebagaimana  dengan  kejahatan  yang  diancam dengan pidana mati, maka hakim dapat menjatuhkan pidana mati. Adapun dalam prakteknya pelaksanaan pidana  mati  dapat  ditangguhkan  sampai  Presiden memberikan  Fiat  Eksekusi,  artinya  Presiden menyetujui  pelaksanaan  pidana  mati  kepada terpidana.
Jadi,  pidana  mati  adalah  pidana  atau  reaksi terhadap  atau  nestapa  berupa  kematian  yang dikenakan  kepada  orang  yang  melakukan  tindak pidana pembuat delik, sedangkan arti kematian yang diambil  dari  kata  dasar  mati  maksudnya  adalah hilangnya  nyawa  seseorang  atau  tidak  hidup  lagi. Kematian  ini  akan  terjadi  melalui  gagalnya  fungsi salah satu dari tiga pilar kehidupan (Modi of death), yaitu:  otak  (central  nervous  system),  jantung (circulaty  of  system),  dan  paru-paru  (respiratory  of system).

B. Dasar Pidana Mati
Pidana mati di Indonesia diatur pada pasal 10 KUHP  juncto  pasal  11.  Pidana  mati  merupakan salah  satu  pidana  pokok  yang  masih  dipertahankan oleh  Hukum  Pidana  Indonesia.  Pasal  10  yang memuat dua macam hukuman, yaitu hukuman pokok dan  hukuman  tambahan.  Hukuman  pokok  terdiri dari:  Hukuman  mati,  hukuman  penjara,  hukuman kurungan dan hukuman  denda. Hukuman tambahan terdiri  dari:  Pencabutan  hak  tertentu,  perampasan barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.
Pasal 11 KUHP yang berbunyi :
“Pidana mati  dijalankan oleh algojo ditempat gantungan  dengan  menjeratkan  tali  yang terikat  di  tiang  gantungan  pada  leher terpidana  kemudian  menjatuhkan  papan tempat terpidana berdiri.”[footnoteRef:25] [25:  Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),  Jakarta: Bina Aksara, 2009, 6.] 

Sedangkan  tata  cara  pelaksanaan  pidana  mati diatur  dalam  UU  No.  2/PnPs/1964  yang  masih berlaku sampai saat ini.

C. Sejarah Pidana Mati
Memang  sulit  untuk  menentukan  sejak  kapan pidana mati diberlakukan dalam peradaban manusia, namun  kurang  lebih  sejak  zaman  Raja  Hammurabi dengan  adanya  Undang-undang  Hammurabi  pada abad  ke-18  Sebelum  Masehi  (SM)  yang  dikenal sebagai  Codex  Hammurabi,  bentuk  pidana  sebagai pembalasan  dalam  hukum  tertulis  mulai diterapkan.[footnoteRef:26] Menurut  hukum  pidana  kuno,  pidana mati lebih merupakan talio (pembalasan) yakni siapa yang  membunuh  maka  ia  harus  dibunuh  juga. Penjahat  pantas  menderita  atau  disiksa  (karena perbuatannya) adalah cara pandang masyarakat pada saat  itu,  yang  penerapannya  dilakukan  oleh pemimpin (negara).[footnoteRef:27] Saat  itu  ada  25  macam  kejahatan  yang diancam pidana mati, salah satunya  adalah jika  ada binatang  peliharaan  yang  membunuh  orang  maka binatang  dan  pemiliknya  akan  dibunuh  juga. Selanjutnya tindak pidana yang diancam pidana mati berubah-ubah,  misalnya  saja  di  kerajaan  Yunani  di abad  ke-7  SM,  pidana  mati  berlaku  untuk  semua tindak  pidana.[footnoteRef:28] Pada  masa-masa  selanjutnya  jenis tindak  pidana  yang  diancam  pidana  mati  semakin terbatas. [26:  Suci  Gulangsari,  Hukuman  Mati,  Sebuah  Sejarah, http://www.jongjava.com Diakses pada tanggal 15 Mei 2019.]  [27:  Andi Hamzah dan Andi Sumangelipu, Pidana Mati di Indonesia: Di Masa  Lalu,  Kini  Dan  Di  Masa  Depan, Cetakan  Pertama,  Jakarta  :  Ghalia Indonesia, 1984, 81.]  [28:  Suci Gulangsari, ,  Hukuman  Mati,  Sebuah  Sejarah, http://www.jongjava.com Diakses pada tanggal 15 Mei 2019.] 

Cara pelaksanaan pidana mati pun mengalami perubahan,  terutama  mengenai  cara  dan  tempat pelaksanaan  pidana  mati  tersebut.  Dulu  orang  yang dijatuhi  pidana  mati  cenderung  dengan  cara-cara kejam  dan  dilakukan  di  tempat  umum,  namun seiring  dengan  perkembangan  zaman  cara  yang digunakan  lebih  manusiawi  dan  lebih  banyak dilakukan  di  tempat  yang  tidak  banyak  orang melihat,  walaupun  masih  ada  juga  di  beberapa negara  yang  masih  mempertontonkan  pidana  mati kepada masyarakat umum.[footnoteRef:29] [29:  Arab  Saudi  adalah  salah  satu  negara  yang  menjalankan  pidana mati di muka umum hingga saat ini. Negara ini banyak melakukan eksekusi mati  dengan  cara  yang  mengerikan,  salah  satunya  adalah  dipenggal.  Para petinggi disana mengatakan jika hukuman mati ini akan mengajarkan pada semua  orang.  Ketegasan  seperti  ini  akan  membuat  semua  orang  di  Arab Saudi tak akan melakukan hal-hal negatif yang melanggar aturan.] 

Banyaknya variasi metode dalam pelaksanaan pidana  mati  dapat  dilihat  dari  cara  matinya terpidana,  apakah  secara  cepat  atau  lambat kematiannya.  Penggal  (beheading),  gantung (hanging),  dan  cekik  (strangulation)  diidentifikasi sebagai  bentuk  paling  umum  dan  kejam  untuk kematian  yang  cepat,  sebagaimana  diungkapkan 
oleh  Pieter  Spierenburg  yang  dikutip  oleh  Norval Morris  dan  David  J.  Rothman  dalam  The  Oxford History of Prison.[footnoteRef:30] Penggunaan regu tembak, kamar gas  dan  suntik  mati  adalah  bentuk  modern  dari kematian  yang  cepat.  Sedangkan  untuk  kematian yang  lambat  metodenya  adalah  dengan  direbus (boiling),  dilempar  batu  (stoning),  disalib (crucifixion).[footnoteRef:31] [30:  Terance  D.  Miethe  dan  Hong  Lu,  Punishment:  A  Comparative Historical Perspective, New York : Cambridge University Press, 2005, 38.]  [31:  Ibid. Punishment:  A  Comparative Historical Perspective, New York : Cambridge University Press, 2005 39] 

Di  Indonesia,  pidana  mati  sudah  ada  sebelum kedatangan  Belanda,  terkait  dengan  pelaksanaan kebijakan  Belanda  maka  dibuatlah  aturan  organik yang  diumumkan  dalam  plakat-plakat.  Konsolidasi pertama mengenai pidana mati yang dilakukan oleh Belanda  secara  menyeluruh  di  Hindia  Belanda (Indonesia) sebagai tanah jajahan adalah pada tahun 1808  atas  perintah  Daendels  lahirlah  sebuah peraturan mengenai hukum dan peradilan (Raad van Hindie)  dimana  dalam  salah satu  kebijakannya  itu ialah  mengenai  pemberian  hukuman  pidana  mati yang dijadikan kewenangan Gubernur Jenderal.[footnoteRef:32] [32:  Supriyadi  W.  Eddyono  dan  Wahyu  Wagiman,  Catatan  Atas Penggunaan  Pidana  Mati  di  Indonesia  dalam  Jurnal  Ilmiah  Legislasi Indonesia, Vol. 4 No. 4, 2007, 83] 

Menurut plakat  tertanggal  22  April  1808, pengadilan diperkenankan menjatuhkan pidana:
1. di bakar hidup-hidup pada satu tiang
2. di matikan dengan menggunakan keris
3. di cap bakar
4. di pukul hingga mati
5. kerja paksa pada pekerjaan umum
Dengan  plakat  tersebut,  Daendels  hanya bermaksud menyesuaikan sistem pemidanaan dalam hukum  pidana  tertulis  dengan  sistem  pemidanaan dalam  hukum  adat  sebagaimana  diungkapkan Louwes.[footnoteRef:33] Di  Aceh,  Sang  Sultan  yang  berkuasa dapat menjatuhkan lima macam pidana yang utama, yaitu: [33:  Andi  Hamzah  dan  Andi  Sumangelipu,  Cetakan  Pertama,  Op.  Cit, 47.] 

1. tangan di potong (pencuri)
2. dibunuh dengan lembing
3. dipalang di pohon
4. dipotong daging dari badan terpidana (sajab)
5. ditumbuk kepala terpidana di lesung
Bahkan  berdasarkan  sejarah,  ternyata  pidana mati  sudah  dikenal  jauh  sebelum  negara  Indonesia terbentuk  yaitu  pada  masa  kerajaan-kerajaan.  Pada kerajaan  Kutai  Kartanegara,  berdasarkan  UndangUndang  Dasar  Panji  Selaten,  seorang  Menteri bertugas  melaksanakan  hukum  gantung  bagi Senopati  (hulubalang)  yang  berkhianat  kepada kesultanan.[footnoteRef:34] Sedangkan  pada  zaman  kerajaan Mataram  Islam  juga  dikenal  pidana  mati,  hal  ini terlihat  dari  abdi  dalem  yang  dibentuk  oleh  Sultan Agung  terdapat  abdi  dalem  martalulut  yaitu  abdi dalem yang sabar, bersahabat erat, penuh cinta kasih dan  adil,  yang  memiliki  tugas  untuk  memenggal leher orang yang sudah dijatuhi hukuman pancung.[footnoteRef:35] [34: http://www.kerajaannusantara.com/id/kutaikartanegara/hukum/, Diakses pada tanggal 15 Mei 2019]  [35: http://www.wacananusantara.org/4/59/sistem-tata-negarakerajaan-mataram-islam, Diakses pada tanggal 15 Mei 2019.] 

Oleh  sebab  itu,  mengenai  pidana  mati  di Indonesia  dilihat  dari  sejarahnya  adalah  bukan  hal yang  asing.  Hanya  saja  mengenai  cara pelaksanaanya  yang  berbeda  satu  tempat  dengan tempat  lainnya,  namun  mengenai  tempat pelaksanaan eksekusi pidana mati hampir semuanya dilakukan  dimuka  umum.  Dari  tahun  1808  sampai dengan tahun 1848, sistem pemidanaan yang berlaku adalah  plakat  Daendels,  namun  dengan  keluarnya Intermaire  Strafbepalingen  Lembaran  Negara Hindia Belanda 1848 Nr. 6 ada beberapa perubahan dalam  hukum  penitensier,  yang  penting  antaranya ialah pidana mati tidak lagi dengan cara yang ganas seperti  plakat  22  April  1808,  tetapi  dengan  pidana gantung.[footnoteRef:36] [36:  Schepper,  “Het  Nederlands  Indisch  Strafstelses”  sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah dan Andi Sumangelipu,  Pidana Mati di Indonesia: Di  Masa  Lalu,  Kini  Dan  Di  Masa  Depan,  Cetakan  Pertama,  Jakarta  :  Ghalia Indonesia, 1984, 48.] 

Konsolidasi penerapan pidana mati kedua dan yang  terpenting  adalah  pada  saat  KUHP  1915 (Wetboek  van  Strafrect  yang  berlaku  di  Belanda) diberlakukan  di  Indonesia  pada  tahun  1918  dengan beberapa  kekhususan  (terutama  yang  menyangkut pidana  mati),  maka  hakim  pidana  pada  pengadilan negara  tidak  dapat  memakai  hukum  pidana  adat sebagai  strafbaar  (dapat  dipidana),  tetapi  strafmaat (ukuran  pidana)  masih  dimungkinkan  karena  ia terikat oleh Pasal 1  ayat (1) KUHP.[footnoteRef:37] Pada saat itu cara  eksekusi  pidana  mati  adalah  sesuai  dengan Pasal  11  KUHP  yaitu  dengan  cara  digantung  yang dijalankan  oleh  algojo,  namun  seiring  dengan perkembangan  bahkan  ada  masa  penjajahan  Jepang terhadap  Indonesia  juga  berpengaruh  terhadap bentuk  pelaksanaan  pidana  mati.  Berkaitan  dengan bentuk  pelaksanaan  pidana  mati  ini  memunculkan pembahasan  yang  menarik  antara  Han  Bing  Siong dengan Wirjono Prodjodikoro.[footnoteRef:38] [37:  Andi  Hamzah  dan  Andi  Sumangelipu,  Cetakan  Pertama,  Op.  Cit,  48.  Lihat  juga  mengenai  sekilas  sejarah  KUHP  yang  diterapkan  di Indonesia  dalam  Syaiful  Bakhri,  Perkembangan  Stetsel  Pidana  Indonesia, Yogyakarta : Total Media, 2009, 13-14.]  [38:  Ibid, Catatan Atas Penggunaan  Pidana  Mati  di  Indonesia  dalam  Jurnal  Ilmiah  Legislasi Indonesia, Vol. 4 No. 4, 2007 91-92] 

Adanya  masa  peralihan  yaitu  selama  perang berlangsung  atau  selama  pendudukan  Jepang  di Indonesia.  Pada  waktu  itu  ada  dua  peraturan dijalankan  (dualisme),  yaitu  peraturan  Pasal  11 KUHP  dan  satu  peraturan  baru  yang  diundangkan oleh  pemerintah  Jepang  yang  menghendaki  pidana mati dilaksanakan dengan di tembak mati (artikel 6 dari  Ozamu  Gunrei  No.  1  pada  tanggal  2  Maret dengan  artikel  5  dari  Gunrei  Keizirei  yaitu  kode kriminil  dari  pemerintahan  pendudukan  Jepang).[footnoteRef:39] Suatu contoh cara pelaksanaan pidana mati peradilan militer  Jepang  adalah  terhadap  pelaku-pelaku pemberontakan Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi telah dijatuhi pidana mati pada tanggal 14  Februari 1945  yang  dilaksanakan  dengan  di  tembak  mati. Keadaan  dualisme  ini  berlangsung  hingga  bulanbulan  pertama  setelah  Proklamasi  Kemerdekaan Indonesia,  tetapi  di  daerah-daerah  yang  diduduki oleh  Belanda  semua  peraturan  Jepang  itu  dianggap tidak sah.[footnoteRef:40] [39:   Han  Bing  Siong,  Tjara  Melaksanakan  Pidana  Mati  Pada  Waktu Sekarang  dan  Waktu  Lampau,  ceramah  radio  sebagaimana  sebagaimana yang  dikutip  oleh  Andi  Hamzah  dan  Andi  Sumangelipu,  Pidana  Mati  di 
Indonesia: Di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan , Cetakan Pertama, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984, 90.]  [40:  Andi Hamzah dan Andi Sumangelipu, Cetakan Pertama, Ibid, 90.
Logika berpikir yang digunakan Han Bing Siong adalah pada tanggal 29  September  1958,  Badan  Legislatif  menetapkan  Undang-Undang  No.  73 Tahun  1958  untuk  mencapai  kesatuan  dalam  hukum  pidana  dengan 
mengumumkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 untuk mengikat seluruh Indonesia.
Pada  saat  undang-undang  tersebut  diberlakukan  yang  mengikat adalah  peraturan  hukum  pidana  pada  8  Maret  1942  maka  bukan  hanya untuk  hukum  pidana  yang  telah  diundangkan  namun  juga  hukum  pidana diluar kode kriminil  sesudah tanggal itu haruslah dianggap batal, termasuk juga Stbld. No. 123 Tahun 1945 haruslah dianggap batal.] 

Han  Bing  Siong  menanggapi  permasalahan yang  ada,  setelah  kesatuan  Republik  Indonesia,  ia menarik  kesimpulan  bahwa  di  seluruh  Indonesia pidana  mati  harus  dilaksanakan  dengan  pidana gantung,  sesuai  dengan  Pasal  11  KUHP  yang pelaksanaannya memerlukan algojo, maka harus ada peraturan baru untuk maksud tersebut.[footnoteRef:41] [41:  Ibid, Catatan  Atas Penggunaan  Pidana  Mati  di  Indonesia  dalam  Jurnal  Ilmiah  Legislasi Indonesia, Vol. 4 No. 4, 2007, 91.] 

Sedangkan  Wirjono  Prodjodikoro  memiliki pendapat  yang  berbeda,  bahwa  selain  Pasal  11 KUHP yang dilakukan dengan cara di gantung, juga berlaku  Stbld.  No.  123  Tahun  1945  masih  tetap berlaku  pada  saat  Undang-Undang  No. 73  Tahun 1958 diberlakukan, karena di dalam Stbld. Tersebut tidak  tercantum  perubahan  pada  pasal  11  Wetboek van  Strafrecht  voor  Nederlandsh-Indie  pada  waktu itu,  maka  oleh  karena  itu,  peraturan-peraturan  yang terdapat  dalam  Stbld.  No.  123  Tahun  1945  tidak ditiadakan  oleh  Undang-Undang  No.  73  Tahun 1958.  Lebih lanjut dikatakan bahwa Stbld. No. 123 Tahun  1945  tidak  berlaku  di  seluruh  wilayah Indonesia,  melainkan  hanya  di  daerah-daerah tertentu saja.[footnoteRef:42] Sejak tahun 1964 maka permasalahan mengenai  pelaksanaan  pidana  mati  di  Indonesia adalah  dengan  cara  di  tembak  mati  yang dilaksanakan tidak di muka umum dan dengan cara sesederhana mungkin.[footnoteRef:43] [42:  Ibid, Catatan  Atas Penggunaan  Pidana  Mati  di  Indonesia  dalam  Jurnal  Ilmiah  Legislasi Indonesia, Vol. 4 No. 4, 2007, 92.  Lihat  pula  mengenai  permasalahan  ya ng  timbul sehubungan  dengan  diberlakukannya  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1946 pada  J.E.  Sahetapy,  “Hukum  Pidana  Yang  Bagaimana?”  dalam  Pidana  Mati dalam  Negara  Pancasila,  Cetakan  Pertama,  Bandung  :  Citra  Aditya  Bakti, 2007, 125-130.]  [43:  Lihat  Penetapan  Presiden  Nomor  2  Tahun  1964,  penetapan presiden  tersebut  telah  ditetapkan menjadi  undang-undang  dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969.] 



D. Tujuan Pelaksanaan Pidana Mati
                  Tujuan diadakan dan dilaksanakan pidana mati supaya  masyarakat  memperhatikan  bahwa pemerintah  tidak  menghendaki  adanya  gangguan terhadap  ketentraman  yarrg  sangat  ditakuti  oleh umum.[footnoteRef:44] Dengan  adanya  pidana  mati  maka  pelaku kejahatan akan mengurungkan niat untuk melakukan tindak pidana tersebut. [44:  R.  Abdoel  Djamali,  Pengantar  Hukum  Indonesia  (Edisi  Revisi),Jakarta : Rajawali Pers, 2005, 187.] 

Dari Aspek  kemanusiaan,  hukuman  mati diperlukan  guna  melindungi  masyarakat  dari perbuatan  pelaku  kejahatan.  Pemerintah  dalam menjalankan  hukum  pidana  senantiasa  dihadapkan dengan suatu  paradoxaliteit  yang oleh HazewinkelSuringa dilukiskan sebagai berikut :
“Pemerintah  negara  harus  menjamin kemerdekaan  individu,  menjaga  supaya pribadi  manusia  tidak  disinggung  dan  tetap dihormati.  Tetapi  kadang-kadang sebaliknya pemerintah negara menjatuhkan hukuman dan justru menjatuhkan hukuman itu, maka pribadi manusia  tersebut  oleh  pemerintah  negara diserang.  Misalnya,  yang  bersangkutan dipenjarakan.  Jadi,  pada  pihak  satu, pemerintah  negara  membela  dan  melindungi pribadi  manusia  terhadap  serangan  siapaun juga,  sedangkan  pada  pihak  lain  pemerintah negara  menyerang  pribadi  menusia  yang hendak dilindungi dan dibela itu.”4 Ted  Honderich  berpendapat  bahwa pemidanaan harus memuat 3 (tiga) unsur berikut :[footnoteRef:45] [45:  Djoko Prakoso dan Nurwachid, Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai  Efektifitas  Pidana  Mati  di  Indonesia  Dewasa  Ini,  Jakarta  :  Raja Grafindo Persada, 2004, 71.] 


Ted  Honderich  berpendapat  bahwa pemidanaan harus memuat 3 (tiga) unsur berikut :[footnoteRef:46] [46:  Sholehuddin,  Sistem  Sanksi  dalam  Hikum  Pidana,  Jakarta  :  Raja Grafindo Persada, 2004,  71.] 

1. Pemidanaan  harus  mengandung  semacam kehilangan  (deprivation)  atau  kesengsaraan (distress)  yang  biasanya  secara  wajardirumuskan  sebagai  sasaran  dari  tindakan pemidanaan.  Unsur  pertama  ini  diderita  oleh subyek yang menjadi korban sebagai akibat dari tindakan sadar subjek lain.
2. Setiap  pemidanaan  harus  datang  dari  institusi yang  berwenang  secara  hukum  pula.  Jadi, pemidanaan  tidak  merupakan  konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan  pelaku-pelaku  personal  suatu lembaga  yang  berkuasa.  Karenanya, pemidanaan  bukan  merupakan  tindakan  balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan.
3. Penguasa  yang  berwenang  berhak  untuk menjatuhkan  pemidanaan  hanya  kepada  subjek yang  telah  terbukti  secara  sengaja  melanggar hukum  atau  peraturan  yang  berlaku  dalam masyarakatnya.
Biasanya  teori  pemidanaan  dibagi  dalam  tiga golongan besar, dapat diuraikan sebagai berikut :[footnoteRef:47] [47:  Djoko Prakoso dan Nurwachid, Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai  Efektifitas  Pidana  Mati  di  Indonesia  Dewasa  Ini,  Jakarta  :  Raja Grafindo Persada, 2004, 19.] 

1. Teori  Absolut  atau  Teori  Pembalasan (vergeldings theorien)
Bahwa  pada  dasarnya  manusia  mempunyai perasaan  ingin  membalas  atau  ada  kecenderungan untuk  membalas  yang  merupakan  efek  dari  suatu gejala sosial yang normal.[footnoteRef:48] [48:  Ibid, Andi  Hamzah  dan  Andi  Sumangelipu,  Cetakan  Pertama  54.] 

Teori  pembalasan  mengatakan  bahwa  pidana tidaklah  bertujuan  untuk  yang  praktis,  seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung  unsur-unsur  untuk  dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu  kejahatan.  Tidaklah  perlu  untuk  memikirkan manfaat  menjatuhkan  pidana  itu.  Setiap  kejahatan harus  berakibatkan  dijatuhkan  pidana  kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori  absolut.  Pidana  merupakan  tuntutan  mutlak, bukan  hanya  sesuatu  yang  perlu  dijatuhkan  tetapi menjadi keharusan.[footnoteRef:49] [49:  Andi  Hamzah,  Pemberantasan  Korupsi  Melalui  Hukum  Pidana Nasional dan Internasional, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005, 31.] 

Nigel  Walker  memberi  tiga  pengertian mengenai pembalasan (retribution):[footnoteRef:50] [50:  J.E  Sahetapy,  Ancaman  Pidana  Mati  Terhadap  Pembunuhan Berencana, Bandung : Alumni, 1979, 199.] 

a) Retaliotary  retribution,  berarti  dengan  sengaja membebankan  suatu  penderitaan  yang  pantas diderita  seorang  penjahat  dan  yang  mampu menyadari  bahwa  beban  penderitaan  itu  akibat kejahatan yang dilakukannya.
b) Distributive  retribution,  berarti  pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang dibebankan dengan  sengaja  terhadap  mereka  yang  telah melakukan  kejahatan.  Mereka  ini  telah memenuhi  persyaratan-persyaratan  lain  yang dianggap  perlu  dalam  rangka mempertanggungjawabkan  mereka  terhadap bentuk-bentuk pidana.
c) Quantitative  retribution,  berarti  pembatasan terhadap  bentuk-bentuk  pidana  yang mempunyai  tujuan  lain  dari  pembalasan sehingga  bentuk-bentuk  pidana  itu  tidak melampaui  suatu  tindak  kejahatan  yang dianggap  pantas  untuk  kejahatan  yang  telah dilakukan.
Kant  pada  pokoknya  berpendapat  bahwa barangsiapa  yang  melakukan  kejahatan  harus dipidana.  Dipidananya  itu  berdasarkan  asas pembalasan  karena  disyaratkan  oleh  perintah  yang tidak bersyarat dari akal yang praktis.[footnoteRef:51] [51:  Ibid, Ancaman  Pidana  Mati  Terhadap  Pembunuhan Berencana, Bandung : Alumni, 1979, 201.] 

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (doeltheorien)
Menurut  teori  relatif,  maka  dasar  pemidanaan adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh sebab itu,  tujuan  dari  pemidanaan  adalah  menghindarkan (preverensi)  dilakukannya  suatu  pelanggaran hukum.  Sifat  preverensi  dari  pemidanaan  ialah preverensi umum dan preverensi khusus.[footnoteRef:52] [52:  Djoko Prakoso dan Nurwachid, Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai  Efektifitas  Pidana  Mati  di  Indonesia  Dewasa  Ini,  Jakarta  :  Raja Grafindo Persada, 2004, 20.] 

Menurut  teori  prevensi  umum,  tujuan  pokok pemidanaan yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan pada khalayak ramai, kepada semua orang  agar  supaya  tidak  melakukan  pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Sedangkan menurut teori  prevensi  khusus,  yang  menjadi  tujuanpemidanaan  adalah  mencegah  si  penjahat mengulangi  lagi  kejahatan  atau  menahan  calon pelanggar  melakukan  perbuatan  jahat  yang  telah direncanakannya.
Teori  relatif  ini  melihat  bahwa  penjatuhan pidana  bertujuan  untuk  memperbaiki  si  penjahat agar  menjadi  orang  yang  baik  dan  tidak  akan melakukan  kejahatan  lagi.  Menurut  Zevenbergen terdapat tiga macam memperbaiki si penjahat, yaitu perbaikan  yuridis,  perbaikan  intelektual,  dan perbaikan  moral.  Perbaikan  yuridis  mengenai  sikap si  penjahat  dalam  hal  menaati  undang-undang. Perbaikan  intelektual  mengenai  cara  berfikir  si penjahat  agar  ia  insyaf  akan  buruknya  kejahatan. Sedangkan  perbaikan  moral  mengenai  rasa kesusilaan  si  penjahat  agar  ia  menjadi  orang  yang bermoral tinggi.[footnoteRef:53] [53:  Wirjono  Prodjodikoro,  Hukum  Acara  Pidana  di  Indonesia, Bandung : Sumur Bandung, 1981, 26.] 

3. Teori Gabungan (verenigingstheorien)
Teori  gabungan  berasal  dari  keberatan-keberatan  terhadap  teori-teori pembalasan  dan  teori tujuan  yang  pada  dasarnya  memiliki  tujuan pembalasan  dan  mempertahankan  ketertiban masyarakat, yang diserang secara kombinasi dengan menitikberatkan  pada  salah  satu  unsurnya  tanpa menghilangkan unsur yang ada.[footnoteRef:54] [54:  Djoko Prakoso dan Nurwachid, Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai  Efektifitas  Pidana  Mati  di  Indonesia  Dewasa  Ini,  Jakarta  :  Raja Grafindo Persada, 2004, 16.] 

Sementara  kaum  abolisionis  melihat  teori absolut  dan  teori  relatif  tidak  mempunyai  daya pengaruh  kuat  dan  efektif  untuk  menekan  statistik kriminalitas.  Pendekatan  aliran  kriminologi  cukup efektif,  mencoba  melihat  pidana  mati  dari  segi “conceptual concritization” yakni pidana mati harus disesuaikan  dengan  pola  perubahan  zaman  dan kondisi  strukturasi  sosial  kehidupan  masyarakat. Kajian  ini  berusaha  meneropong  kejahatan  dari pengaruh  faktor-faktor  perkembangan  psikologis,sosiologis,  ekonomi,  politik,  dan  nilai  nilai  budaya yang tetap hidup dalam masyarakat.[footnoteRef:55] [55:  Hermin  Hadiati,  Asas-Asas  Hukum  Pidana,  Ujung  Pandang  : Lembaga  Percetakan  dan  Penerbitan Universitas  Muslim  Indonesia,  1995,  11.] 

Namun pada hakikatnya tujuan pemidanaan adalah : 
a. Pembalasan (revenge)
Dalam  masyarakat  primitif  unsur  pembalasan sering  kali  terjadi, akibat  dari  perbuatan  salah seorang  dari  sebuah  suku  maka  suku  yang  menjadi korban  menginginkan  adanya  pembalasan  seperti yang  pernah  terjadi  perang  suku  antara  Sampit dengan Madura.
b. Penghapusan dosa (expiation)
Menurut  tradisi  Kristen-Judea,  tujuan  ini merupakan  akar  dari pemikiran  religius  yang menginginkan  adanya  keseimbangan  antara  pidana sebagai  penderitaan  si  pelaku  dengan  penghapusan kesalahan.
c. Menjerakan (detterent)
Alasan ini dibuat negara untuk mencegah atau membatasi  terjadinya  kejahatan.  Ini  dapat menyebabkan manusia yang  berpikir secara rasional untuk  berpikir  kembali  mengenai  untung  dan ruginya  suatu  perbuatan.  Jeremy  Bentham  dari Inggris dan ahli kriminologi Cesare Becharia adalah tokoh  yang  mempelopori  dasar  pertimbangan tentang  untung  ruginya  suatu  perbuatan  dengan mengenakan  pidana  terhadap  pelaku  secara  cepat, tepat dan sepadan.
d. Perlindungan  terhadap  umum  (protection  of publik)
Yaitu  dengan  cara  mengisolasi  penjahat  dari masyarakat  yang  taat  kepada  hukum.  Dengan demikian kejahatan dalam masyarakat berkurang.
e. Memperbaiki  si  penjahat  (rehabilitation  of  the criminal)
Yakni memasyarakatkan terpidana  dengan mengadakan  pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna dan  membebaskan  rasa  bersalah pada terpidana. 



















BAB III
EKSEKUSI PIDANA MATI DI INDONESIA MENURUT 
HUKUM ISLAM DAN HAM

A. Hukum Pidana Mati di Indonesia Menurut Hukum Islam
	Hukum  Pidana  Islam,  atau  dalam  istilah  fiqh  disebut  dengan  fiqh Jinayah,  merupakan  bagian  dari  fiqh  Islam  yang  mengatur  tentang  hukumhukum  kriminalitas.  Tindakan  kriminal  tersebut  dikenal  dengan  istilah qishash,  sehingga  kadang  kala  tindakan  pidana  dalam  Islam  disebut  juga dengan kata  qishash  atau  jinayah. Sesuai namanya, ruang lingkup atau objek pembahasan  dari  fiqh  jinayah  adalah  perbuatan-perbuatan  yang  termasuk dalam kategori pidana, yaitu tindakan yang menggangu atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum.[footnoteRef:56] [56:  Ali Sodiqin, Hukum Qisas : Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2010),  1.] 

Dalam  definisi  ini,  fiqh  diibaratkan  dengan  ilmu  karena  memang semacam  ilmu  pengetahuan.  Kata  hukum  dalam  definisi  ini  menjelaskan bahwa  hal-hal  yang  berada  di  luar  hukum  tidaklah  termasuk  ke  dalam pengertian  fiqh.  Penggunaan  kata  Syariah  dalam  definisi  ini  menjelaskan bahwa  fiqh  itu  menyangkut  ketentuan  yang  bersifat  Syar’i,  yaitu  segala sesuatu yang segala berasal dari kehendak Allah.[footnoteRef:57] [57:  Abdul Wahhab Kallaf, Ilmu Ushul Fikih, (Jakarta: Pustaka Amanah, 1974),  23.] 

Selanjutnya, kata  amaliah  dalam definisi ini menjelaskan bahwa  fiqh itu  hanya  menyangkut  tindak  tanduk  manusia   yang  bersifat  lahiriah. Sementara itu, penggunaan kata digali dan ditemukan mengandung arti bahwa fiqh itu adalah hasil penggalian, penemuan, analisis, dan penentuan ketetapan tentang  hukum.  Dengan  demikian,  fiqh  adalah  hasil  penemuan  mujtahidmengenai hal-hal yang tidak dijelaskan oleh nash.[footnoteRef:58] [58:  Ali Sodiqin, Hukum Qisas : Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2010),  2.] 

Secara  struktual  fiqh  jinayah  diderivasi  dari  sumber  hukum  Islam, yaitu al-Quran dan hadis.  Nas-nas  (ayat-ayat) al-Quran dan hadis-hadis Nabi menjadi  guide  line  dalam  pengembangan  wilayah  kajian  atau  muatan  fiqh jinayah ini. Dalam pemikiran paara ulama fiqh (fuqaha), kategori fiqh jinayah dibagi  menjadi  tiga,  yaitu  qishas,  diyat,  hudud,  dan  ta’zir.  Pembagian  ini didasarkan  pada  jenis  perbuatan  dan  jelas  tidaknya  jenis  hukumannya  di dalam Al-Qur’an maupun hadis.[footnoteRef:59] [59:  Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Amzah, 2016),  3] 

Qisas dan diyat adalah kategori hukum pidana Islam yang menyangkut masalah pembunuhan dan penganiayaan atau pelukaan. Hukuman yang dikenakan untuk tindak kriminal ini adalah dibunuh (qhisas), membayar  ganti  rugi  denda  materiil  (diyat),  dan  atau  membayar  kafarat (sanksi  teologis,  seperti  memerdekakan  budak,  puasa,  atau  memberi  makan kepada  fakir miskin). Jenis  hukuman tersebut  bersifat  alternatif,  yang  dapat dipilih  salah  satunya.  Penentuan  hukuman  pada  kategori  ini  sangat  terkait dengan  hak  korban.  Artinya,  jika  keluarga  korban  memaafkan  tindakan pembunuhan  tersebut,  maka  gugurlah  hukum  qishasnya.  Dengan  kata  lain, Syar’i  (Tuhan)  menetapkan  jenis  hukuman  yang  dapat  diberlakukan, sedangkan  penentuan  jenis  hukum  yang  dikenakan  menjadi  kewenangan keluarga korban pembunuhan.[footnoteRef:60] [60:  Ibid. Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Amzah, 2016)  4.] 

Hukum  hudud  (hukum  tentang  kriminalitas  selain  pembunuhan) berbeda  karakteristiknya  dengan  hukum  qisas  dan  diyat.  Termasuk  dalam kelompok  hukum  ini  adalah  tindakan  mengonsumsi  minuman  keras  (sukr), pencurian  (sariqah),  pemberontakan  (harabah),  perzinaan,  menuduh  zina (qadzaf),  dan  murtad.  Hudud  dimaknai  oleh  fuqaha  (ulama  fiqh)  sebagai kategori  hukum  yang  sudah  ditetetapkan  batasannya  oleh  Syar’i.  Manusia (korban tindakan kriminal) tidak memiliki hak pilih terhadap hukuman yang dikenakan.  Hukum  hudud  adalah  hak  Syar’i,  sementara  manusia  (termasuk Negara) tidak memiliki kewenangan untuk mengubahnya.[footnoteRef:61] [61:  Ibid. Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Amzah, 2016)  4-5.] 

Kategori  ketiga  adalah  hukum  ta’zir,  yang  secara  literar  berarti pemberian  pengajaran.  Jenis  hukum  ini  diperuntukkan  setiap  tindakan kejahatan  yang  tidak  mencapai  batas  atau  ukuran  dari  dua  kategori  hukum yang  disebut  sebelumnya.  Penetapan  hukum  ta’zir  menjadi  kewenangan qadhi  (hakim),  sang  pemutus  perkara  berdasarkan  ijtihadnya.  Salah  satu bentuk dari hukuman ta’zir  adalah dipenjara, dalam arti si pelaku direformasi perilaku  jahatnya  melalui  lembaga  bentukan  negara.  Dengan  demikian penetapan  hukuman  ta’zir  menjadi  kewenangan  penuh  dari  qadhi.  Ta’zir adalah  hukuman  yang  tidak  ditentukan  oleh  syara’,  tetapi  bentuk  dan ketentuannya diserahkan kepada wali al-amr (Negara) dengan memperhatikan perbedaan waktu dan tempat.[footnoteRef:62] [62:  Ali Sodiqin, Hukum Qisas : Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam, (Yogyakarta: Tiara Wacana), 3.] 

1. Keberadaan Pidana Mati Menurut Hukum Islam
a. Qishash yang diancam hukuman mati
Hukuman  mati  merupakan  salah  satu  alternatif  hukuman  yang diberikan  kepada  para  pelaku  tindak  pidana  hudud.  Namun  demikian hukuman mati hanya diberikan kepada empat pelaku hudud, yaitu:[footnoteRef:63] [63:  Ibid, Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Amzah, 2016)  4.] 

1) Zina Muhshan
Zina  adalah  hubungan  kelamin  antara  laki-laki  dengan perempuan  tanpa  adanya  ikatan  perkawinan  yang  sah  dan  dilakukan dengan  sadar  serta  tanpa  adanya  unsur  syubhat.  Delik  perzinaan ditegaskan dalam QS. An-Nuur ayat 2 sebagai berikut: 
                               

Artinya : Perempuan  yang  berzina  dan  laki-laki  yang  berzina,  Maka deralah  tiap-tiap  seorang  dari  keduanya  seratus  dali  dera,  dan janganlah  belas  kasihan  kepada  keduanya  mencegah  kamu  untuk (menjalankan)  agama  Allah,  jika  kamu  beriman  kepada  Allah,  dan hari  akhirat,  dan  hendaklah  (pelaksanaan)  hukuman  mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.[footnoteRef:64] [64:  Muhammad Abû Zahrah, Al-Jarîmah wa al-‘Uqûbah fî al-Fiqh al-Islâm,Juz III (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t), 109.] 


Hukuman  bagi  pelaku  zina  yang  belum  menikah  (ghairumuhshan) didasarkan pada ayat al-Qur’an, yakni didera atau dicambuk 100  kali.  Sementara  bagi  pezina  muhshan  dikenakan  sanksi  rajam. Rajam  dari  segi  bahasa  berarti  melempari  batu.  Rajam  adalah melempari pezina muhshan sampai menemui ajalnya.

2) Pembunuhan Sengaja
Pembunuhan  sengaja  dalam  syariat  Islam  diancam  dengan beberapa macam hukuman, sebagian merupakan  hukuman pokok dan pengganti, dan  sebagian  lagi  merupakan  hukuman  tambahan. Hukuman  pokok  untuk  pembunuhan  sengaja  adalah  qishash  dan kifarat, sedangkan penggantinya adalah  diyat  dan ta’zir.  Dalam hal ini pembunuhan disengaja dihukumi dengan  qishash  ditegaskan pada QS. Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi:
                                           
Artinya : Hai orang-orang  yang  beriman,  diwajibkan  atas  kamu qishaash  berkenaan  dengan  orang-orang  yang  dibunuh;  orang merdeka  dengan  orang  merdeka,  hamba  dengan  hamba,  dan  wanita dengan  wanita.  Maka  barangsiapa  yang  mendapat  suatu  pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang  baik,  dan  hendaklah  (yang  diberi  maaf)  membayar  (diyat) kepada  yang  memberi  maaf  dengan  cara  yang  baik  (pula).  Yang demikian  itu  adalah  suatu  keringanan  dari  Tuhan  kamu  dan  suatu rahmat.  Barangsiapa  yang  melampaui  batas  sesudah  itu,  maka baginya siksa yang sangat pedih.[footnoteRef:65] [65:  QS. An-Nuur (24); 2.Terjemah Departemen RI] 


Adapun hukuman tambahannya adalah penghapusan hak waris dan  hak  wasiat.  Hukuman  kifarat  sebagai  hukuman  pokok  untuk pembunuhan  sengaja  merupakan  hukuman  yang  diperselisihkan  oleh para  fuqaha.  Syafi’iyah  mengakuinya  dengan  mengiaskannya  kepada pembunuhan  karena  kesalahan,  sementara  fukaha  yang  lain  tidak mengakuinya.
3) Perampokan (Hirabah)
Hirabah  adalah  keluarnya  sekelompok  bersenjata  di  daerah Islam  dan  melakukan  kekacauan,  penumpahan  darah,  pe rampasan harta,  merusak  kehormatan,  merusak  tanaman,  peternakan,  citra agama,  akhlak,  dan  ketertiban  umum,  baik  dari  kalangan  Muslim maupun kafir. Termasuk dalam  hirabah, adalah kejahatan-kejahatan yang  dilakukan  oleh  sindikat,  mafia,  dan  triad.  Misalnya, sindikat pencurian  anak,  mafia  perampok  bank  dan  rumah-rumah, sindikat para pembunuh  pembayaran,  dan  tawuran  massal. Hukuman  bagi qishash ini ditegaskan dalam Q.S. Al-Ma’idah ayat 33:
                                       
Artinya : Sesungguhnya  pembalasan  terhadap  orang-orang  yang memerangi  Allah  dan  Rasul-Nya  dan  membuat  kerusakan  di  muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat  kediamannya).  yang  demikian  itu  (sebagai)  suatu penghinaan  untuk  mereka  didunia,  dan  di  akhirat  mereka  beroleh siksaan yang besar.[footnoteRef:66] [66:  Al-Baqarah 2: 178  Terjemah Departemen RI] 


4) Murtad (Riddah)
Murtad adalah seseorang yang beragama Islam dan bertukan kepada agama yang lain mengikut kehendaknya sendiri, yang  lebih dikhususkan  kepada  soal  kekafiran,  adapun  hukuman  mati  untuk kesalahan murtad telah menjadi kesepakatan para ulama. Orang yang murtad  boleh  dibunuh  dan  halal  darahnya  jika  telah  dijatuhi hukuman mati. 
5) Tujuan pidana mati
Tujuan  dan  fungsi  hukuman  mati  bagi  perlindungan  warga negara,  para  ahli  hukum  Islam  mengklasifikasikan  tujuan-tujuan yang luas dari syariat sebagai berikut:[footnoteRef:67] [67:  Q.S. al-Ma’idah/5: 33 Terjemah Departemen RI
] 

a) Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup, ini adalah tujuan  pertama  dan  utama  dari  syariat.  Apabila  kebutuhan kebutuhan  ini  tidak  menjamin,  akan  terjadi  kekacauan  dan ketidaktertiban dimana-mana.
b) Membuat  berbagai  kebaikan  yaitu  menjadi  hal-hal  yang  dapat menghiasi  kehidupan  sosial  dan  menjadikan manusia  mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik.
Apabila  suatu  qishash  tidak  dilarang  dan  dikenakan hukuman, maka nilai-nilai luhur dalam hidup ini tidak akan  terjaga. Apabila penistaan agama dibiarkan, berarti agama tidak akan terjaga. Apabila pembunuhan dan penganiayaan tidak dilarang dan dihukum, berarti jiwa (nyawa) tidak terjaga. Apabila peredaran minuman keras dan narkoba  tidak  dilarang,  berarti  akal  tidak  terjaga,   sebab keduanya  sangat  merusak  akal  pikiran.  Apabila  perzinaan  dan pelacuran  tidak  dilarang,  berarti  akan  merusak  keturunan. Apabila pencurian,  perampokan,  penipuan,  korupsi  dan  sejenisnya  tidak dilarang dan dikenakan hukuman, berarti tidak menjaga harta, baik harta perorangan, kelompok maupun harta negara.[footnoteRef:68] [68:  Nurul Irfan, Masyarofah, Fiqih Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013),  147.] 

Dalam  kitab-kitab  fiqh,  pembahasan  tentang  pidana   mati menjadi  bagian  dari  pembahasan  tentang  kriminalitas  (al-jinayah) seperti pencurian  (al-sariqah),  minuman keras (al-khamr),  perzinaan (al-zina),  hukum  balas/timbal  balik  (al-qishas),  pemberontakan  (albughat),  dan  perampokan   (qutta’u  tariq).  Dalam  wilayah  lain, pidana mati juga dijatuhkan kepada pelaku perzinaan dalam bentuk dilempar batu hingga mati (al-rajam)  untuk pelaku perzinaan yang sudah  menikah.  Juga  pidana  mati  dilakukan  dalam  kasus pemberontakan  (al-bughat)  dan  pindah  agama  (al-riddah)  yang dikenal  sebagai  hukuman  (al-had/al-hudud)  atas  pengingkaran terhadap  Islam.  Termasuk  dalam  kasus  meninggalkan  iba dah  salat, beberapa ulama mempersamakannya dengan murtad (al-riddah).[footnoteRef:69] [69:  Al-Syaikh Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Jilid I, (Beirut, Dar al-Fikr, 1403 H),  10] 

Pidana  mati  merupakan  hukuman  puncak,  terutama  untuk tindak pidana yang dinyatakan sangat berbahaya seperti pembunuhan (al-qital)  dimana  jika  tidak  ada  pengampunan  dari  pihak  keluarga dengan membayar denda pengganti  (aldiyat),  maka pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati sebagai bentuk hukum balas/timbal balik  (alqishas). Dalam  konsepsi  ini,  maka  kejahatan  dibalas  dengan hukuman yang serupa.
Dalam kasus penetapan hukuman mati (al-qishas), ditetapkan beberapa  syarat  antara  lain  :  bahwa  yang  bersangkutan  telah melakukan pembunuhan terhadap yang tak “boleh”  (haq)  di bunuh, atau  orang  yang  “boleh”  (haq)  dibunuh,  akan  tetapi  belum diputuskan oleh hakim.  Pelaku bisa dihukum mati dengan ketentuan bahwa pada saat melakukan kejahatan telah cukup umur (baligh) dan berakal (aqil).[footnoteRef:70] [70:  Ibid, , Fiqh al-Sunnah, Jilid I, (Beirut, Dar al-Fikr, 1403 H)  11.] 

6) Pelaksanaan eksekusi mati dalam Islam
Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan pengadilan berupa pemidanaan atau hukuman dari hakim, maka hasil putusann tersebutdalam Islam dikenal dengan Uqubah  yang artinya adalah Hukuman. Ahmad Fathi  Bahansi  menjelaskan  Uqubah  atau  hukuman  adalah balasan  yang  ditentukan  oleh  syar’i  bagi  orang  yang  melakukan perbuatan  yang  dilarang  dan  meninggalkan  apa  yang  telah diperintahkan, maka yang dimaksud dengan  uqubah  adalah batasan yang  telah  ditentukan  sebelumnya  untuk  mencegah  terjadinya perbuatan  qishash,  jika  ia melakukannya  maka  ia  ditegur dengan hukuman hingga ia jera dan tidak melakukannya lagi.[footnoteRef:71] [71:  Abd. Qadr ‘Audah, at-Tasyri’ al-Jinaiy al Islamiy, cet.3 (Kairo: Maktabah Dar alGurubah, 1963), II,  609.] 

Sedangkan menurut Abd. Qadr ‘Audah mendefiniskan Uqubah  adalah  balasan  yang  telah  ditetapkan  untuk  kemaslahatan ummat  bagi  orang  yang  melawan  syari’at.  Maka  dari  definisi tersebut  dapar  dikatakan  bahwa  uqubah  atau  hukuman  adalah balasan yang diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari perbuatan qishash dengan  tujuannya  menjaga  kemaslahatan manusia pada umumnya.[footnoteRef:72] [72:  Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian dan Perbandngan, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011),  261.] 

Ulama membagi hukuman kedalam dua bentuk  yaitu hukuman  yang  ditentukan  dalam  nash,  berupa  hukuman  had  dan qisas  dan  hukuman  yang  tidak  ditentukan,  dan  dalam  hukuman yang tidak ditentukan dalam nash berupa hukuman ta’zir.[footnoteRef:73] [73:  Al Mawardi,  al-Ahkam al-Sulthaniyah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1973),  79.] 

Had adalah hukuman yang batasannya telah ditentukan oleh Allah, seperti contohnya potong tangan,  jilid, kafarat, diyat,  qisas, dan  qisas  adalah hukuman yang setimpal bagi tindak penganiayaan, sedangkan  ta’zir  adalah  hukuman  yang  ditentukan  oleh  penguasa sebagai  hukuman  tambhan  atau  sebagai  hukuman  alternative. Secara rinci dapat dikelompokkan hukuman had ada empat macam yaitu hukuman mati (bunuh), potong  tangan,  jilid  dan pengasingan.[footnoteRef:74] [74:  Marsum, Fiqh Jinayah (HPI), (Yogykarta: Perpustakan FaknHukum, 1989),  123] 

Pelaksanaan hukuman dalam Islam baik berupa hukuman hadatau ta’zir diserahkan  kepada  penguasa  atau  aparat  pemerintah, dalam  hal  ini  maka  orang  yang  diberi  tugas  untuk  melaksanakan hukuman  tersebut  adalah  hakim  atau  yang  dikenal  dengan  istilah Qadhi. Qadhi  adalah orang yang diberi tugas oleh penguasa untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara  serta  memutuskan hukuman  yang  pantas  diberikan  dan  sekaligus  orang  yang melaksanakan  putusannya  tersebut,  maka  setiap  pelaksanaan hukuman atau eksekusi adalah tugas hakim, baik eksekusi hukuman had  dan  ta’zir. Pengecualian dalam hukuman  had, seperti hukuman mati atau potong tangan, maka yang menjalankannya adalah orang yang ahli seperti algojo.[footnoteRef:75] [75:  Ahmad Fathi Bahansi, as-Siyasah al-Jainayah Fi as-Syariah al-Islamiyah, (Kairo: Dar al Arabiyah, 1965), 94.] 

Pidana mati dalam Islam hanya bisa ditegakkan oleh pemerintahan  Islam,  dimana  konstitusi  dan  undang-undang  yang berlaku  adalah  hukum  Islam.  Itu  pun  harus  melalui  mekanisme peradilan, bukan semata-mata bersandar pada fatwa seorang ulama. Pidana mati pun hanya berlaku berdasarkan pertimbangan-pertimbangan  yang  sangat  ketat,  seperti  konteks  yang melatar belakangi  terjadinya  suatu  tindakan  pidana  yang  diancam  Pidana mati.  Hukum  Islam  (al-fiqh)  membedakan  antara  mereka  yang sengaja,  tidak  disengaja,  terpaksa  atau  bahkan  dipaksa  untuk melakukan  suatu  tindak  pidana  yang  membawa  konsekuensi jatuhnya  pidana  mati.  Dalam  kondisi-kondisi  demikian,  putusan untuk menjatuhkan pidana mati dapat dipertimbangkan kembali.[footnoteRef:76] [76:  Abd. Qadr ‘Audah, at-Tasyri’ al-Jinaiy al-Islamiy, cet.3 (Kairo: Maktabah Dar alGurubah, 1963), II,  609.] 

Dalam  hukum  Islam  kewenangan  pelaksanaan  pidana  mati adalah  kewenangan  Ulil  Amri,  atas  permintaan  ahli  waris  atau keluarga  korban  (jika  hal  kasus  ini  adalah  kasus  pembunuhan). Sudah  menjadi  kesepakatan  para  fuqaha‟,  orang  yang  boleh menjalankan hukuman  qishash  hudud  adalah Kepala Negara yakni Imam atau wakilnya, yakni petugas yang diberi wewenang, karena hukuman  had  merupakan  hak  Tuhan  yang  dijatuhkan   untuk kepentingan masyarakat.[footnoteRef:77] [77:  Moh. Abu Zahrah, Al-Uqubah; Al-Jarimah wa al-Uqubah, (Dar al-fikr,t.t),  69] 

Oleh  karena  itu  harus  diserahkan  kepada  wakil  masyarakat yaitu  kepala  Negara.  Untuk  qishash  qhisas  pelaksanaan  hukuman bisa  dilaksanakan  oleh  ahli  waris  sendiri  dengan  syarat  atas persetujuan  penguasa.  Di  kalangan  fuqaha‟,  sudah  disepakati bahwa  wali  korban  bisa  melaksanakan  qisas  dalam  pembunuhan dengan  syarat  harus  dibawah  pengawasan  penguasa,  sebab pelaksanaanya memerlukan pemeriksaan dengan teliti dan menjauhi kedzaliman,  karena  kalau  tidak  diawasi  oleh  penguasa  dalam pelaksaanaanya,  akan   terjadi  qisas  pula,  meskipun  ia  dianggap mengkhianati kekuasaan Negara.[footnoteRef:78] [78:  Abdul  Qadir  ‘Audah,  at-Tasyri’  al-Jinaiy  al-Islamiy:  Muqaranah  bain  al-Qanun,(Kairo: Dar al-Ghurubahu, 1963),  612.] 

Melaksanakan  qishah  merupakan  kepentingan  umum,  maka tidak  ada  salahnya  kalau  diangkat  orang -orang  yang  ahli  yang berwenang untuk melaksanakan hukuman hudud dan qishah dengan mendapat gaji dari pemerintah. Kalau ahli waris tidak pandai dalam menjalankan qishah, maka pelaksanaanya diserahkan pada  orangorang ahli Cara pelaksanaan hukuman qishah, menurut  pendapat yang lebih kuat dari mayoritas ulama seperti Malikiyah, Syafi‟iyah, dan  salah  satu  riwayat  Imam  Ahmad,  hukum  asal  dalam pelaksanaan  qishash  adalah  dengan  cara  yang  sama  yang  telah dilakukan oleh pelaku kriminal tersebut. Konsep ini disebut dengan mutslah atau mumatsalah.[footnoteRef:79] [79:  Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, (Yogyakarta: Gema Insani Pres, 2004),  568.] 

Dengan  demikian  jika  membunuh  dengan  pedang  maka diqishash  dengan pedang, jika membunuh dengan batu sampai mati, maka  demikianlah  qishashnya  dengan  batu  sampai  mati,  dan seterusnya. Hanya saja para ulama mengatakan, kecuali jika pelaku membunuh dengan sesuatu yang haram seperti sihir, khamar, liwath dan  semisalnya,  atau  jika  dengan  cara  yang  sama  akan mengakibatkan  terlalu  lama  tersiksa,  maka  qishashnya  dengan pedang.  Akan tetapi seandainya  mustahiq al-qishash  memindahnya kehukuman pancung dengan pedang, maka dibolehkan dan itu lebih utama.[footnoteRef:80] [80:  Ibid, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, (Yogyakarta: Gema Insani Pres, 2004) 569.] 

Hal  ini  sejalan  dengan  perintah  Hukum  Islam,  Nabi Muhammad  SAW  agar  dalam  membunuh  maupun  menyembelih dilaksanakan  dengan  cara  yang  baik.  Meminimalisir  penderitaan terpidana mati adalah salah satu cara baik dalam eksekusi.

B. Hukum Pidana Mati di Indonesia Menurut Hukum HAM
Pada  dasarnya  semua  negara  pasti  mempunyai  tujuan  yaitu  ingin  menciptakan  kehidupan  yang  sejahtera,  adil  dan  makmur  bagi  warganya.  Salah satu  hal  yang  menghalangi  tercapainya  tujuan  tersebut  adalah  perbuatan  atau tindakan kejahatan  yang dilakukan oleh sebagian warganya sendiri. Oleh karena itu, agar mereka yang melakukan tindak kejahatan ini tidak terus bertambah maka tiap-tiap  negara  harus  mengadakan  usaha-usaha  untuk  mencegah  dan memberantas kejahatan-kejahatan tersebut.[footnoteRef:81] [81:  Yahya Ahmad Zein, Problematika  Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  (Yogyakarta:  Liberty, 
2012), 156.] 

Salah  satu  usaha  pemberantasan  kejahatan  tersebut  adalah  dengan mengenakan dan mengancamkan pidana pada tiap perbuatan kejahatan, yang pada mulanya  bertujuan  untuk  membuat  para  penjahat  menjadi  jera  dan  menakuti warga lainnya agar tidak ikut-ikutan melakukan tindak kejahatan. Kemudian pada perkembangannya  maksud  memidana  ini  bertambah  yakni  untuk  membuat  dan mendidik  si  penjahat  menjadi  baik.  Adanya  perubahan  dalam  arti  dan  bentuk pidana  ternyata  tergantung  dari  perubahan  pandangan  hidup  yang  menjadi pendukungnya, sewaktu mengenai kehidupan manusia hanya dikenal unsur badan dan  jiwa  sebagai  milik  pokok,  maka  untuk  membuatnya  jera  dan  menakutkan warga masyarakat lainnya selain pidana badan dikenakanlah pidana mati sebagai pidana utama.
Arti,  sifat,  bentuk  dan  tujuan  pidana  pada  prinsipnya  tidak  terlepas  dari perubahan sepanjang masa. Akan tetapi meskipun demikian pidana tetap dianggap sebagai  satu-satunya  jawaban  terakhir  dalam  memberantas  kejahatan,  ini merupakan suatu jawaban yang tradisionil dan masih dianut sampai sekarang.
Dalam  pada  itu  adapula  sementara  pandangan  dewasa  ini  yang  melihat pidana sebagai salah satu jawaban terakhir walaupun sampai saat ini belum dapat diberikan  jawaban  yang  memuaskan  mengapa  orang  melakukan  kejahatan  dan mengapa  setelah  orang  itu  dipidana  mati  untuk  kejahatan  yang  dilakukannya masih ada saja orang lain yang melakukan kejahatan tersebut.[footnoteRef:82]  [82:  Ibid, Problematika  Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  (Yogyakarta:  Liberty, 2012) 157.] 

Memang  merupakan  suatu  kenyataan  bahwa  tiap  manusia  selalu  takut akan kematian. Itulah sebabnya tidak ada upaya yang lebih tepat untuk mencegah perbuatan  calon-calon  pembunuh  selain  dengan  ancaman  pidana  mati.  Lantas kemudian upaya inilah yang mengundang problem dalam penerapannya. Apabila kita  menyimak  berbagai  ragam  berkaitan  dengan  pidana  mati  ini  maka  pro  dan kontra  pun  tidak  dapat  dihindari  seiring  dengan  berbagai  macam  landasan argumen yang dikemukakan sebagai dasar pertimbangan.
Berkaitan  dengan  problema  dalam  penerapan  pidana  mati  ini  khususnya jika  dikaitkan  dengan  HAM  maka  ada  beberapa  hal  yang  menjadi  dasar pertimbangan, yaitu:[footnoteRef:83] [83:  Ibid, Problematika  Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  (Yogyakarta:  Liberty, 2012) 158.  ] 

1. Kekhawatiran adanya kemungkinan  kekhilafan  hakim  (gerechtelijke dweling)  dalam  menjatuhkan  hukuman  yang  kemudian  berimplikasi kepada  putusan  hakim  yang  tidak  sesuai  dengan  kesalahan  seseorang bahkan  mungkin  terjadi  error  in  persona  (pemberian  hukuman  kepada orang  yang  tidak  bersalah)  sehingga  ini  kemudian  melanggar  Hak  Asasi Manusia di mana hak yang paling pokok dimiliki seseorang dilanggar.
Berkaitan  dengan  hal  ini  ada  beberapa  contoh  kasus  klasik  yang mendukung dimana pada abad ke-17 hidupla seorang petani bernama Joan Galles  yang  pada  suatu  ketika  dituduh  membunuh  anaknya.  Hakim  pada saat itu kemudian menjatuhkan hukuman mati. Voltaire seorang pujangga dan ahli hukum setelah Joan Galles menjalankan eksekusi hukuman mati, ternyata  Voltaire  dapat  membuktikan  bahwa  Joan  Galles  tidak  bersalah, sehingga  Joan Galles direhabiliteer. Tapi apa  gunanya  lagi  karena  yang bersangkutan telah meninggal karena dihukum tanpa kesalahan. Hal inilah kemudian  mengundang  respon  negatif  terhadap  eksistensi  pidana  mati sehingga menjadi masalah dalam penerapannya. 
Contoh  lain  yang  juga  cukup  menggemparkan  terkait  dengan  kekhilafan hakim ini juga terjadi di Italia. Dimana seorang yang tidak bersalah hampir saja  akan  lenyap  nyawanya  dibawah  Guillotine,  ketika  eksekusi  ingin dilakukan  dan  kapak  ingin  dijatuhkan,  namun  karena  kerusakan  teknis kapak itu berhenti dan macet tergantung beberapa jari saja diatas lehernya, satu menit kemudian datanglah Expresso membawa berita bahwa orang itu tidak bersalah sedangkan  orang  yang sebenarnya bersalah sudah berhasil ditangkap. Hal ini kemudian hampir menyebabkan  pelanggaran  HAM yang pokok akibat kekhilafan hakim.
2. Adanya  perkembangan  konsep  Hak  Asasi  Manusia  dimana  potret  HAM berkembang  menjadi  sarana  penegakkan  kemerdekaan,  kebebasan, keadilan,  persamaan,  perdamaian,  persaudaraan,  dan  perlindungan. Hampir  menjadi  kenyataan  bahwa  penindasan  terhadap  HAM  melalui pemidanaan yang menyebabkan musnahnya kemerdekaan, keadilan, serta persamaan,  kemudian  melahirkan  problem  dalam  penerapan  pidana  mati tersebut.
3. Banyak  kalangan  yang  berpendapat  bahwa  pidana  mati  tidak  sesuai dengan  salah  satu  sila  dari  pancasila  yakni  sila  ke-2  “kemanusiaan  yang adil  dan  beradab”,  dimana  dalam  hal  ini  pidana  mati  dianggap  sebagai salah satu bentuk pidana yang tidak manusiawi sehingga jauh dari aspek kemanusiaan. Oleh karena itu, dalam penerapannya timbul suatu problema dimana terjadi pertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
4. Adanya  pertentangan  dengan  salah  satu  maksud  atau  tujuan  pemidanaan yang  ditujukkan  bukan  sebagai  sarana  untuk  menderitakan  dan  tidak diperkenankan  merendahkan  martabat  manusia,  serta  memperbaiki  si pelaku tindak pidana tersebut sementara pidana mati dalam penerapannya dapat  dipastikan  melanggar  dari  maksud  atau  tujuan  pemidanaan.Sehingga  kemudian  penerapan  pidana  mati  ini  dikatakan  menghilangkan esensi  dari  salah  satu  tujuan  pemidanaan  karena  sifatnya  yang  tidak memberikan ruang kepada pelaku kejahatan untuk memperbaiki diri.
Penerapan hukuman mati, dilihat dari aspek sosial budaya, mengacu pada teori kaum abolisionis. Dalam  budaya  yang  memberikan  penghargaan  tinggi terhadap  hidup  dan  martabat  manusia,  hukuman  mati  selalu  dianggap  sebagai kontroversi. Betapa tidak, dalam hukum yang sama, dipatok larangan membunuh sekaligus  perintah  hukuman  mati.  Lepas  dari  sistem  hukum  dewasa  ini,  ada semacam  pandangan  umum  bahwa  hukuman  mati  tidak  sesuai  dengan prikemanusiaan.





BAB IV
ANALISIS PIDANA MATI DI INDONESIA 

A. Pidana Mati di Indonesia Menurut Hukum Islam
Di  dalam  hukum  Islam,  qishash  merupakan praktik  hukum  yang  sudah  ada  pada  zaman  Nabi Musa  AS  dan  Nabi  Isa  AS  (pra  Islam)  dan dimodifikasi  pada  masa  Islam.  Qishash  disyariatkan dalam Al-Qur’an, As-Sunnah dan Ijma‟. Dasar hukum disyariatkannya  qishash  terdapat  dalam surah Al-Baqarah ayat 178.
                                            
Artinya:  “Hai  orang-orang  yang  beriman, diwajibkan  atas  kamu  qishash  berkenaan dengan  orang-orang  yang  dibunuh;  orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba,  dan  wanita  dengan  wanita.  Maka barangsiapa  yang  mendapat  suatu  pema'afan dari saudaranya, hendaklah mengikuti dengan cara  yang  baik,  dan  hendaklah   membayar kepada  yang  memberi  maaf  dengan  cara  yang baik.  Yang  demi kian  itu  adalah  suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa  yang  melampaui  batas  sesudah itu,  maka  baginya  siksa  yang  sangat  pedih”. (Q.S. Al-Baqarah: 178)[footnoteRef:84] [84:  Departemen  Agama  Republik  Indonesia,  Al  Qur’an  dan Terjemahnya, Semarang : Tanjung Mas Inti, 1992,  43.] 

Membicarakan  hukuman  mati  dalam  hukum Islam  berarti  membicarakan  persoalan  syariat  itu sendiri. Pemahaman tentang syariat dapat dirumuskan dalam kaidah ushul fiqih  Jalb al-Manafai‟ wa-Dar al Mafasiid  (mengambil  yang  bermanfaat  dan meninggalkan yang madharat). 
Sementara  itu  maksud  dan  tujuan  dari  syariat Islam  (maqasid  al-syariat)  tidak  lain  adalah bagaimana  membangun  kemaslahatan  hamba  (tahqiq mashalih al „ibad). Oleh karena itu, seharusnya segala daya dan upaya manusia dalam merumuskan konsepsi tentang  hukum  harus  mengacu  pada  maqasid  alsyari‟at tersebut, bukan hukum untuk hukum.
Berkaitan  dengan  upaya  membangun kemaslahatan  hamba  tersebut,  Imam  Ash-Syatibhi menjelaskan  bahwa  kemaslahatan  itu  dibagi  dalam tiga  kelompok  besar,  salah  satunya  diistilahkan dengan  al-Mashlahah  al-Daruriyyat  yaitu kemaslahatan  yang  bersifat  primer,  maksudnya sebuah  kemaslahatan  yang  apabila  tidak  menjadi concern  bersama,  maka  tatanan  sosial  dan dinamikanya itu akan runtuh.
Adapun  yang dimaksud dengan  al-Mashlahat alDaruriyyat  ini kemudian dikenal dengan  al-kulliyatul khamsa yaitu:
1. Hifzd  al-Nafs,  penghormatan  atas  jiwa  atau nyawa manusia;
2. Hifzd  al-Dien,  penghormatan  dan  penghargaan atas setiap orang beragama;
3. Hifzd  al-„Aql,  kebebasan  menyatakan  pendapat dan pikiran sesuai dengan hati nurani;
4. Hifzd al-Nasl,  kebebasan dan penghormatan atas berketurunan, secara sah dan halal;
5. Hifzd  al-Mal,  penghargaan  dan  penghormatan atas harta atau keemilikan.
Meskipun  di  dalam  Islam  mengenal  dan melegalkan hukuman mati (qishash), namun di dalam hukum Islam terdapat beberapa ketentuan  yang tidak mudah  untuk  menjatuhkan  sebuah  hukuman  atau hudud.  Islam  mengisyaratkan  bahwa  meskipun  di dalam syari’at  islam menerapkan  hukuman mati, akan tetapi  tetap  memberikan  batasan  atau  bahkan ketentuan-ketentuan  yang  sangat  teliti  dan  serius dalam pemberlakuan hukumnya. 
Beberapa  pembatasan  tersebut  paling  tidak terdapat  beberapa  pembatasan  spesifik,  misalnya bahwa  dalam  ketentuan  qishash  tersebut  merupakan bagian dari proses memelihara kehidupan itu sendiri. Sehingga  para  ahli  fiqih  memilih  menhindari hukuman  mati,  melalui  ketentuan-ketentuan prosedural atau keringanan yang dalam bahasa teknis hukum  internasional  disebut  dengan  procedural  and commutative provision.
Di  dalam  fiqih  klasik,  sekalipun  terdapat ketentuan hukuman yang disebut dengan  hudud  untuk beberapa  jenis  pelanggaran  yang  lebih  bersifat retributif  seperti  qishash,  namun  di  dalam  banyak kasus  hukum  tradisional  islam  lebih  mengedepankan pada  aspek  diskresioner  yang  dikenal  dengan  ta‟zir. Misalnya  dengan  pembayaran  diyat  (blood  money), sebagai pengganti hukuman mati.
Pengamatan seorang sarjana hukum Muslim  dari Nigeria  di  bidang  HAM  yaitu  Prof.  Mashood  A.Baderin  dalam  bukunya  Internasional  Human  Rights and  Islamic  Law,  menemukan  fakta  bahwa  sebagian besar  negara  Islam  yang  masih  menjalankan  hukum pidana  Islam  berupaya  menghindari  hukuman  mati (qishash)  melalui  ketentuan  prosedural  keringanan (procedural  and  commutative  provisions)  yang tersedia  di  dalam  syariat  daripada  pelarangan  secara langsung.[footnoteRef:85] [85:  Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, Kontroversi  Hukuman 
Mati, Jakarta : Kompas Press, 2009, 422.] 

B. Pidana Mati di Indonesia Menurut Hukum HAM
Teaching Human  Rights  yang  diterbitkan  oleh PBB, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada  diri  setiap  manusia,  yang  tanpanya  manusia mustahil  dapat  hidup  sebagai  manusia.  Hak  hidup misalnya,  adalah  klaim  untuk  memperoleh  dan melakukan  segala  sesuatu  yang  dapat  membuat seseorang  tetap  hidup,  karena  tanpa  hak  tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang.[footnoteRef:86] [86:  Ubaedillah,  Demokrasi  Hak  Asasi  Manusia  dan  Masyarakat Madani, Jakarta : ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006,  252.] 

Pancasila  merupakan  falsafah  atau  ideologi bangsa  Indonesia.  Pancasila  berisi  nilai  fundamental dan  sebagai  karakteristik  dasar  bangsa  Indonesia. Dalam ilmu hukum, Pancasila merupakan sumber dari segala  sumber  hukum.  Oleh  karena  itu,  setiap  produk hukum harus menyesuaikan diri dengan Pancasila.
Dalam  negara  Pancasila,  pemahaman  atas  hakhak  asasi  manusia  dipandang  penting  sesuai  yang tercantum dalam sila kedua, yaitu “Kemanusiaan yang adil  dan  beradab“  dengan  menempatkan  manusia dengan kodrat, harkat dan martabatnya.
Negara  Indonesia  mengakui  dan  menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai  hak  yang  secara  kodrati  melekat  dan  tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati dan  ditegakkan  demi  meningkatkan  martabat kemanusiaan,  kesejahteraan,  kebahagiaan,  dan kecerdasan serta keadilan.[footnoteRef:87] [87:  asal 2 Undang-Undang No. 39  Tahun 1999  Tentang Hak Asasi Manusia.] 

Amandemen kedua  Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I ayat 1 menyebutkan :
“Hak untuk  hidup,  hak  untuk  tidak  disiksa,  hak kemerdekaan  pikiran  dan  hati  nurani,  hak beragama,  hak  untuk  tidak  diperbudak,  hak untuk  diakui  sebagai  pribadi  di  depan  hukum, dan  hak  tidak  dituntut  atas  dasar  hukum  yang berlaku  surut  adalah  hak  asasi  manusia  yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.
Walaupun  hak  untuk  hidup  dilindungi  oleh konstitusi  yang  dijiwai  oleh  nilai  kemanusiaan  dalam Pancasila, tetapi sampai saat ini dalam sistem hukum di Indonesia  masih  menerapkan  hukuman  mati  dalam sistem  pemidanaannya.  Hal  tersebut  menurut  hemat penulis kontradiktif dengan konsep kemanusiaan dalam nilai-nilai Pancasila.
Jika  dikaji  lebih  mendalam  sesuai  dengan ketentuan  dokumen  hak  asasi  manusia,  terdapat beberapa  pasal  di  dalam  dokumen  hak  asasi  manusia yang tidak melarang  pelaksanaan hukuman mati  karena bertentangan  dengan  hak  hidup  seseorang.  Penerapan hukuman  mati  digolongkan  sebagai  bentuk  hukuman yang  kejam  dan  tidak  manusiawi,  di  samping  itu eksekusi  mati  melanggar  Pasal  3  Deklarasi  Universal Hak  Asasi  Manusia  (Universal  Declaration  of  Human Rights).[footnoteRef:88] [88:  bdul Jalil Salam,  Polemik Hukuman Mati di Indonesia, Jakarta : Badan Litbang dan Diklat KEMENAG RI, 2010, 11-12.] 

Hak  hidup  dan  mendapat  perlindungan  terdapat dalam  ketentuan  UDHR  (Universal  Declaration  of Human  Rights).[footnoteRef:89] Pasal  3  Deklarasi  Universal  Hak Asasi Manusia, yang berbunyi : [89:   Ahmad Kosasih,  HAM dalam Perspektif Islam, Jakarta : Salemba Diniyah, 2003, 68.] 

“Setiap orang mempunyai hak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang.”
Jaminan ini dipertegas pula dengan Pasal 6 ayat 1 dan  Pasal  7  Kovenan  Internasional  tentang  Hak  Sipil dan  Politik  (International  Covenant  on  Civil  and Political  Rights-ICCPR)  sekaligus  dikuatkan  lagi  oleh Protocol  Opsional   Kedua  (Second  optional  Protocol) atas  perjanjian  Internasional  mengenai  hak-hak  Sipil dan Politik tahun 1989 tentang Penghapusan Hukuman Mati.[footnoteRef:90] [90:  Ibid, Litbang dan Diklat KEMENAG RI, 2010 11-12.] 

Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan  Politik  atau  International  Covenant  on  Civil  and Political Rights (ICCPR)  menyatakan bahwa hak untuk hidup  harus  dilindungi  oleh  hukum  dan  atas  hak  ini tidak boleh diperlakukan dengan sewenang-wenang.[footnoteRef:91] [91:  Rhona  K.M.  Smith,  Hukum  Hak  Asasi  Manusia,  Yogyakarta  : PUSHAM UII, 2008,  257.] 

Pasal  6  dalam  Kovenan  Internasional  Hak  Sipil dan  Politik,  dan  Konvensi  Amerika  tentang  Hak-Hak Asasi  Manusia  (American  Convention  on  Human Rights)   yang  memuat  ketentuan  mengenai  hak  hidup (right  to  life),  pasal  tersebut  memuat  ketentuan berkaitan dengan hak hidup serta hukuman mati.
Pasal  7  Internasional  Covenan  on  Civil  and Political Rights menyebutkan:
“Tidak  seorang  pun  yang  dapat  dikenakan penyiksaan  atau  perlakuan  atau  hukuman  lain yang  keji,  tidak  manusiawi  atau  merendahkan martabat.  Pada  khususnya,  tidak  seorang  pun dapat  dijadikan  objek  eksperimen  medis  atau ilmiah  tanpa  persetujuan  yang  diberikan  secara bebas.”
Pasal  6  Internasional  Covenan  on  Civil  and Political  Rights  (Kovenan  Internasional  Hak  Sipil  dan Politik) :
1. Pada  setiap  insan  manusia  melekat  hak  untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang  pun  insan  manusia  yang  secara  gegabah boleh dirampas kehidupannya.
2. Di  negara-negara  yang  belum  menghapuskan hukuman mati, putusannya dapat diberikan hanya untuk  kejahatan-kejahatan  yang  paling  berat, sesuai  dengan  undang-undang  yang  berlaku  pada waktu  kejahatan  demikian  dilakukan,  dan  tanpa melarang  suatu  ketentuan  dari  kovenan  ini  dan Konvensi  tentang  pencegahan  dan  penghukuman kejahatan  pemusnahan  (suku)  bangsa.  Hukuman ini hanya boleh dilakukan dengan putusan terakhir dari dari pengadilan yang berwenang
3. Apabila  perampasan  kehidupan  merupakan kejahatan  pemusnahan  suatu  golongan  bangsa, maka  dimengerti,  bahwa  tidak  terdapat  hal-hal dalam  pasal  ini  yang  membenarkan  suatu  negara peserta  pada  kovenan  ini  untuk  secara  apa  pun juga  memperlunak  suatu  kewajiban  yang  telah disanggupinya  berdasarkan  ketentuan-ketentuandari  kovensi  tentang  pencegahan  dan penghukuman  kejahatan  permusnahan  (suku) bangsa.
4. Seseorang  yang  telah  dihukum  mati  harus mempunyai  hak  untuk  memohon  pengampunan atau keringanan hukuman. Amnesti, pengampunan atau  keringanan  hukuman  mati  dapat  dapat diberikan dalam segala bab.
5. Hukuman  mati  tidak  boleh  dijatuhkan  untuk kejahatan-kejahatan  yang  dilakukan  seseorang  di bawah umur delapan belas tahun, dan tidak boleh dilaksanakan terhadap wanita yang sedang hamil.
6. Tidak  ada  hal-hal  dalam  pasal  ini  yang  bolehdijadikan  alasan  untuk  menunda  atau  mencegah penghapusan hukuman mati.[footnoteRef:92] [92:  Ibid, PUSHAM UII, 2008 294.] 

Pasal  4 American  Convention  on  Human  Rights (Konvensi  Amerika  Tentang  Hak  Asasi  Manusia) menyebutkan:
1. Setiap  orang  mempunyai  hak  untuk  dihormati kehidupannya.  Hak  ini  dilindungi  oleh  undangundang, dan pada umumnya, dari saat pembuahan. Tidak  seorang  pun  dapat  dirampas  kehidupannya dengan sewenang-wenang.
2. Di  negara-negara  yang  belum  menghapuskan hukuman  mati,  hukuman  ini  hanya  dapat dekenakan untuk kejahatan-kejahatan yang paling berat  dan  sesuai  dengan  keputusan  terakhir  yang disampaikan oleh pengadilan yang berwenang dan berdasarkan  undang-undang  yang  menentukan hukuman  tersebut,  yang  diberlakukan  sebelum dilakukannya  kejahatan  tersebut.  Penerapannya tidak  boleh  diperluas  pada  kejahatan-kejahatan yang terhadapnya hukuman itu sekarang ini tidak berlaku.
3. Hukuman  mati  tidak  akan  diberlakukan  lagi  di negara-negara yang telah menghapuskannya.
4. Dalam perkara apa pun hukuman mati harus tidak boleh  dikenakan  untuk  pelanggaran-pelanggaran politik  atau  kejahatan-kejahatan  biasa  yang terkait.
5. Hukuman  mati  tidak  boleh  dikenakan  pada  orang yang  yang  pada  waktu  kejahatan  dilakukan  di bawah  umur  delapan  belas  tahun  atau  di  atas tujuh  puluh  tahun,  dan  juga  tidak  boleh diberlakukan terhadap wanita hamil.
6. Setiap  orang  yang  dihukum  mati  mempunyai  hak untuk  memohon  amnesty,  pengampunan  atau peringanan  hukuman,  yang  mungkin  diberikan dalam  semua  perkara.  Hukuman  mati  tidak  boleh dikenakan  selama  petisi  semacam  itu  sedang menunggu  putusan  oleh  penguasa  yang berwenang.[footnoteRef:93] [93:  Ibid, PUSHAM UII, 2008 430-431.] 

7. Selanjutnya, Piagam Madinah kemudian menjadi semangat deklarasi Hak Asasi Manusia Islam di Kairo (The  Cairo  Declaration  on  Human  Rights  in  Islam), deklarasi  ini  dikenal  dengan  nama  Deklarasi  Kairo yang lahir pada 5 Agustus tahun 1990.
Hak hidup dalam Deklarasi Kairo terdapat dalam Pasal 2 yang berbunyi :
1. Kehidupan  adalah  berkah  Tuhan  dan  hak  untuk hidup dijamin setiap umat manusia. Adalah tugas dari  setiap  individual,  masyarakat  dan  negaranegara  untuk  melindungi  hak-hak  ini  dari  setiap pelanggaran apapun, dan dilarang untuk mencabut kehidupan kecuali berdasarkan syari‟at.
2. Dilarang  untuk  memilih  jalan yang  dapat mengakibatkan  sebagai  suatu  cara  yang memperbolehkan  pemusnahan  suatu  bangsa  umat manusia.
3. Adalah ketentuan dari Tuhan untuk wajib dipatuhi, sesuai  dengan  syari‟at  bahwa  kehidupan  umat manusia harus dilindungli sampai akhir masa.
4. Perlindungan  dari  penganiayaan  adalah  hak seseorang  yang  wajib  dijamin. Adalah  kewajiban dari negara untuk melindunginya. Dilarang untuk melanggarnya tanpa berdasarkan syari‟at.[footnoteRef:94] [94:  Ahmad Kosasih, dalam Perspektif Islam, Jakarta : Salemba Diniyah, 2003, 155.] 

Hak hidup juga diatur  dalam  Charter  of Fundamental  Rights  of  the  European Union (Hak-hak fundamental  yang  dilindungi  oleh  negara-negara  yang merupakan  anggota  Uni  Eropa).  Charter  of Fundamental  Rights  of  the  European  Union  yang mengatur  mengenai  hak  untuk  hidup  terdapat  dalam Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut :
1. Setiap manusia memiliki hak untuk hidup.
2. Tidak  seorang  pun  dapat  dijatuhi  hukuman  mati, atau dieksekusi.[footnoteRef:95] [95:  Charter of Fundamental Rights of the European Union, Pasal 2.] 

Oleh  karena  itu,  pelaksanaan  hukuman  mati  di Indonesia  telah  melanggar  pasal  di  dalam  instrumen-instrumen  HAM  yang  penulis  kemukakan  diatas, dimana  orang  yang  dijatuhi  hukuman  mati  telah dirampas  kehidupannya,  kemerdekaannya,  dan kemananan  pribadinya.  Bagaimanapun  juga pelaksanaan  pidana  mati  adalah  pemidanaan  yang sangat  melanggar  hak  untuk  hidup  bagi  manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. 














BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari  uraian  diatas,  setelah  penulis  mempelajari, membahas, dan menganalisa permasalahan yang penulis angkat,  maka  sebagai  hasil  akhir  dari  penulisan  skripsi ini,  akan  penulis  kemukakan  beberapa  kesimpulan sebagai berikut : 
1. Pidana mati di Indonesia diatur pada pasal 10 KUHP  juncto  pasal  11.  Pidana  mati  merupakan salah  satu  pidana  pokok  yang  masih  dipertahankan oleh  Hukum  Pidana  Indonesia.  Pasal  10  yang memuat dua macam hukuman, yaitu hukuman pokok dan  hukuman  tambahan.  Hukuman  pokok  terdiri dari:  Hukuman  mati,  hukuman  penjara,  hukuman kurungan dan hukuman  denda. Hukuman tambahan terdiri  dari:  Pencabutan  hak  tertentu,  perampasan barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.
2. Pengaturan  pidana  mati  dalam  sistem  hukum  di Indonesia  bertentangan  dengan  hak  asasi  manusia yaitu hak untuk hidup  yang tercantum  dijamin oleh Undang-undang  Dasar  1945.  Hak  hidup  juga  di jamin  dalam  beberapa  instrumen  HAM  seperti dalam beberapa pasal pada Undang-undang nomor 31  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia, Universal  Declaration  of  Human  Rights, International Covenant on Civil and Political Rightsdan  beberapa  instrumen  lainnya.  Selain  melanggar hak  hidup  terpidana,  pelaksanaan  hukuman  mati  di Indonesia  akan  mengurangi  kredibilitas  Indonesia untuk  berbicara  tentang  HAM  dalam  level  regional dan  global,  termasuk  menyelamatkan  nyawa  warga negara  Indonesia  yang  terancam  hukuman  mati  di negara  lain.  Hukuman  pidana  mati  dalam  Islam  telah  ditetapkan  oleh  syari’at  dengan dekret  Allah  SWT  yang  sama  sekali  tidak  bisa  diganggu  gugat.  Dasar eksistensi hukuman mati dalam Islam itu terdapat dalam beberapa ayat dalam Al-qur’an diantaranya surat Al-baqarah (ayat178-179), surat Al-maidah (ayat 32), surat An-an’am (ayat 151), dan Al-isra’ (ayat 33).

B. SARAN
Saran-saran penulis dalam mengkaji tema skripsi ini adalah sebagai berikut :
1. Bagi  aparat  penegak  hukum,  khususnya  bagi  para pembuat  produk  hukum hendaknya  menghapuskan hukuman  mati  dalam  perundang-undangan Indonesia, karena  pidana  mati  tidak  terbukti  efektif dan  efisien  untuk  mengurangi  angka kejahatan  dan memberikan efek jera.
2. Hukuman  mati  sebaiknya  diganti  dengan  penjara seumur  hidup  tanpa  remisi  yang  lebih  relevan dengan  penghormatan  terhadap  hak  asasi  manusia dan lebih memposisikan manusia itu sendiri sebagai makhluk yang mulia.
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